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MOTTO 

                         

                      

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” 

(QS. An-Nisa’: 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

PERSEMBAHAN 

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT Penulis mempersembahkan 

skripsi ini untuk: 

Keluargaku: 

Untuk bapak dan ibu tersayang  

Bapak Roni Samuri dan Ibu Khomsatun 

Yang selalu membuat diri ini termotivasi untuk pantang menyerah dalam belajar 

sehingga dapat menyelesaikan studi S1 dan yang sampai detik ini telah 

memberikan yang terbaik, nasehat, arahan dan doa-doa yang selalu mengiringi 

setiap langkahku. 

Untuk kakak-kakakku dan keponakan-keponakanku 

Yang selalu memberikan kasih sayang dan semangat untuk terus berjuang dalam 

proses penyelesaian skripsi ini. 

Kalian adalah anugerah terindah yang kumiliki. 

Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Islam 2014 khususnya 

MUC 2014 yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

 

 



viii 
 

 

 



ix 
 

ABSTRAK 

Lembaga Keuangan Syariah semakin berkembang pesan di era modern ini. 

Salah satunya dengan munculnya Pegadaian Syariah dengan perkembangan yang 

terus menerus sampai saat ini. Pegadaian Syariah dalam operasionalnya tidak 

terlepas dari resiko kerugian salah satunya nasabah yang menunda-nunda 

pembayaran angsuran. Dengan adanya resiko kerugian tersebut maka 

diberlakukan adanya ganti rugi (Ta’widh) yang juga sudah diatur dalam Fatwa 

DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek ganti rugi 

(Ta’widh) pada produk Amanah melalui akad Rahn di Pegadaian Syariah Kendal 

Permai, serta bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 

Tentang Ganti Rugi (Ta’widh) dan Hukum Islam terhadap praktek ganti rugi 

(Ta’widh) melalui akad Rahn pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Kendal 

Permai. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). 

Adapun metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sumber data yang 

digunakan dalam peneliian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti ini yaitu dengan 

wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data menggunkan 

metode deskriptif analisis. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik ganti rugi (Ta’widh) di 

Pegadaian Syariah Kendal Permai belum sepenuhnya sesuai dengan yang ada 

dalam ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 

Tentang Ganti Rugi (Ta’widh). Dikarenakan Pegadaian Syariah dalam 

menerapkan besarnya biaya ganti rugi (Ta’widh) kepada nasabahnya didasarkan 

pada rumus perhitungan ganti rugi (Ta’widh) yang sudah ditetapkan oleh 

Pegadaian Pusat. Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 

Tentang Ganti Rugi (Ta’widh), lembaga keuangan syariah dalam penerapan ganti 

rugi (Ta’widh) harus benar-benar atas kerugian riil yang dikeluarkan oleh 

Lembaga Keuangan Syariah serta nilai kerugian tersebut dapat diperhitungkan 

dengan jelas dan besarnya ganti rugi (Ta’widh) tidak boleh dicantumkan dalam 

akad. Sehingga dengan penggunaan rumus ganti rugi (Ta’widh) menunjukkan 

bahwa adanya unsur ketidakjelasan dalam perhitungan besarnya kerugian yang 

dialami pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Kendal Permai. 

Kata kunci: akad rahn, ta’widh, fatwa DSN-MUI 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan dan perubahan zaman, kehidupan manusia 

dihadapkan dengan segala bentuk kebutuhan yang sekiranya dapat menunjang 

kehidupan menusia sehari-hari. Salah satunya kegiatan bertransaksi. Dengan 

transaksi kita mengenal dengan namanya jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-

meminjam, gadai-menggadai, dan masih banyak lagi bentuk transaksi lainnya. 

Seperti halnya Pegadaian, Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan 

bank yang memberikan pembiayaan secara kredit kepada masyarakat dengan 

cara khusus yaitu hukum gadai. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang atas suatu 

benda bergerak yang diberikan oleh pihak yang mempunyai utang kepada 

pihak piutang. Seseorang yang mempunyai utang memberikan kuasanya 

kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak tersebut 

dalam melunasi utang apabila seseorang yang berpiutang tidak dapat 

membayar atau memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. 
1
 

Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

berkontribusi pada sektor keuangan Indonesia dan bergerak pada tiga jenis 

bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa.
2
 Sedangkan 

                                                           
1
 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. 

Balai Pustaka, 2014), hlm. 297. 
2
 M. Habiburrahim, Yulia Rahmawati, dkk, Mengenal Pegadaian Syariah, (Jakarta: 

Penerbit Kuwais, 2012), hlm. 217. 
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lembaga Pegadaian Syariah merupakan perusahaan yang menyediakan 

fasilitas pinjam-meminjam dengan syarat jaminan tertentu sesuai prinsip 

syariah. Jaminan tersebut digadaikan kemudian ditaksir oleh pihak lembaga. 

Nilai taksiran jaminan sangat berpengaruh dengan seberapa besar nilai jumlah 

pinjaman.
3
 

Pegadaian Syariah dapat membantu masyarakat dalam pengadaan 

dengan adanya sebuah jaminan. Selain itu Pegadaian Syariah pun memiliki 

beberapa produk berbasis syariah yang lainnya di luar gadai emas, yang 

sekiranya sangat dibutuhkan dan dapat membantu dalam kebutuhan transaksi 

masyarakat. Terdapat 3 (tiga) bentuk aspek produk yaitu pembiayaan, emas 

dan jasa atau pelayanan. 

Sedangkan definisi akad ar-Rahn menurut istilah syara’ adalah 

menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memunginkan hak itu bisa 

dipenuhi dari sesuatu tersebut.
4
 Gadai atau al-Rahn (الرهن) merupakan harta 

jaminan hutang yang harus dipenuhi dengan syarat-syarat tertentu, jika 

penghutang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran. Gadai 

merupakan bagian transaksi yang diperbolehkan dalam kondisi ditengah 

perjalanan.
5
 Praktek seperti ini telah ada pada zaman Rasulullah Saw, dan 

Rasulullah Saw sendiri pernah melakukannya. Sesuai dengan Al-Hadits  dari 

Aisyah r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda: 

                                                           
3
 Muhammad Firdaus, Fatwa-Fatwa Ekonom Syariah Kontemporer, (Jakarta: Renaisan, 

2005), hlm. 68. 
4
Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, 

dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 107. 
5
Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, Ekonomi Islam Prinsip, Dasar Dan Tujuan, 

(Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 264. 
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ٍوَرَهَنَهٍُدِرْعًاٍمِنٍْحَدِيْدٍ  ٍإِلٍََأَجَل   أَنٍَّرَسُوْلٍَالِلهٍصَلَّىٍاللهٍُعَلَيْهٍِوَسَلَّمٍَاشْتَ رَىٍطَعَامًاٍمِنٍْيَ هُوْدِيٍّ

“Sesungguhnya Rasulullah Saw pernah membeli makanan seorang Yahudi 

dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”
6
 (HR. Bukhari dan 

Muslim) 

 

Dari hadits Rasulullah tersebut dapat di ketahui bahwasanya 

Rasulullah Saw pernah melakukan akad gadai pada zamannya. Gadai disini 

fungsinya untuk mengatasi masalah pada setiap permasalahan keuangan 

manusia. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan 

secara sukarela atas dasar tolong-menolong.
7
 

Pada Pegadaian Syariah Kendal Permai terdapat beberapa Pembiayaan, 

salah satu diantaranya adalah salah satunya produk Amanah. Produk Amanah 

ini merupakan produk khusus bagi pengusaha mikro dan nasabah yang 

berprofesi sebagai pegawai sipil maupun pegawai tetap swasta, yang sudah 

terakui kualitasnya untuk melakukan pembiayaan berkendara seperti membeli 

sepeda motor atau mobil dengan ketentuan yang telah berlaku. Pemberian 

pinjaman ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yang pengembaliannya 

dilakukan secara berangsur. Dalam pembiayaan produk Amanah 

menggunakan akad Rahn Tasjily dan pelunasannya dapat diangsur selama 

beberapa bulan, diantaranya Pegadaian Syariah Kendal Permai memberikan 

opsi kepada nasabah yaitu selama 12, 24, 36, 48, dan 60 bulan. 

                                                           
6
 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 

103. 
7
 Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian syariah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 

hlm. 102. 
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Kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Kendal 

Permai sebagai Murahin kepada nasabahnya sebagai Rahin diikat dengan 

berbagai akad yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad secara 

estimologi berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun 

secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.
8
  Pembiayaan ini sangat 

unik sekali dimana pembiayaan yang hanya disediakan bagi pegawai dan 

pengusaha mikro diproduksi dengan syarat yang mudah dan ketentuan yang 

terjangkau. 

Untuk mendapatkan produk Amanah, persyaratan yang harus dipenuhi 

nasabah yaitu pegawai tetap suatu instansi pemerintah atau swasta minimal 

telah bekerja selama 2 tahun, melapirkan kelengkapan : fotokopi KTP (suami 

atau isteri), fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi SK pengangkatan sebagai 

pegawai atau karyawan tetap, Slip gaji 2 bulan terakhir, mengisi dan 

menandatangani form aplikasi Amanah, membayar uang muka yang telah 

disepakati (minimal 10% untuk sepeda motor dan 20% untuk mobil), 

menandatangani akad Amanah. 

Dalam bisnis pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan, tapi dalam 

Islam sendiri dalam prinsipnya berbagi keuntungan dan kerugian baik antara 

penerima barang (Murtahin) atau pemilik barang (Rahin), sehingga tidak ada 

yang dizalimi satu sama lain. Resiko yang dihadapi seperti halnya adanya 

wanprestasi atau kelalaian Rahin dengan menunda-nunda pembayaran. Hal ini 

tentunya sangat kontradiktif dengan syariat Islam yang sangat melindungi 

                                                           
8
 Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2006), hlm. 80. 
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semua pihak yang bertransaksi, sehingga tidak boleh ada satupun pihak yang 

dirugikan hak-haknya. Salah satunya bentuk perlindungan yang ada dalam 

syariat Islam adalah adanya mekanisme ganti rugi (Ta‟widh) kepada pihak 

hak-haknya yang dilanggar.  

Kata al-ta’widh berasal dari „iwadha (عوض) yang berarti ganti. 

Sedangkan al Ta‟widh secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar 

kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi 

akibat pelanggaran atau kekeliruan.
9
 Kerugian yang dimaksud adalah kerugian 

yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya atau harta kekayaannya, 

sehingga menimbulkan berkurangnya kualitas, kuantitas, ataupun manfaatnya. 

Namun, dalam pelaksanaan akad Rahn di Pegadaian Syariah Kendal 

Permai terdapat pembayaran ganti rugi (Ta‟widh) Rahin terhadap Murtahin 

dalam hal keterlambatan membayar uang pembiayaannya yang dibayarkan 

secara angsuran perbulan. Ganti rugi (Ta‟widh) tersebut dikenakan perhari 

setelah jatuh tempo keterlambatan dan berlaku continue pada hari selanjutnya, 

jika nasabah belum juga menunaikan kewajiban bayarnya kepada Pegadaian 

Syariah Kendal Permai yang jumlah besarannya sudah ditentukan didalam isi 

perjanjian.
10

 Sebagaimana isi perjanjiannya : 

1. Apabila Rahin tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada 

tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan ganti rugi (Ta‟widh) 

yang besarnya seperti pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) pasal ini. 

                                                           
9
 Wahbah al-zuhaili, Nazariyah al-Dhaman, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), hlm 87 

Dikutip Melalui Dewan Syariah Nasional, “Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004” 

Dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 248. 
10

Nandang Hermawan, Wawancara, (Kantor wilayah Pegadaian Syariah Kendal Permai, 

Pada Tanggal 17 Oktober 2018) 
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2. Setiap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan ganti rugi per hari 

sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya 

angsuran setiap bulan. 

3. Ganti rugi (ta‟widh) dibayar bersamaan dengan angsuran dan biaya 

pemeliharaan marhun.
11

 

 

Dalam Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti 

Rugi (Ta‟widh) menyebutkan bahwa besaran ganti rugi (Ta‟widh) hanya dapat 

dikenakan sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami 

dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi 

(potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-

furshah adh-dhai‟ah). 

Dalam praktiknya ternyata biaya ganti rugi (Ta‟widh) di Pegadaian 

Syariah  Kendal Permai sudah diketahui nilai kerugiannya dengan mengacu 

pada ketentuan yang sudah ada didalam surat perjanjian. Dengan demikian, 

biaya ganti rugi (Ta‟widh) yang harus dibayar oleh nasabah sudah dapa 

diketahui besaran nominalnya sejak awal 

Dari latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengetahui lebih 

jauh mengenai proses gnati rugi (Ta‟widh) sendiri dan aplikasinya dalam 

Pegadaian Syariah pada produk Amanah. Oleh karena itu penulis memilih 

judul: “PRAKTIK PELAKSANAAN GANTI RUGI (TA’WIDH) DI 

PEGADAIAN SYARIAN UNIT KENDAL PERMAI (Perspektif DSN-

MUI No.46/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh))”. 
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Isi surat perjanjian di Pegadaian Syariah. 



7 
 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktek ganti rugi (Ta‟widh) pada produk Amanah melalui 

akad Rahn di Pegadaian Syariah Unit Kendal Permai? 

2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 

tentang Ganti Rugi (Ta‟widh) melalui akad Rahn pada produk Amanah di 

Pegadaian Syariah Unit Kendal Permai? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui praktek ganti rugi (Ta‟widh) melalui akad Rahn pada 

produk Amanah di Pegadaian Syariah Unit Kendal Permai. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-

MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta‟widh) melalui akad Rahn pada 

produk Amanah di Pegadaian Syariah Unit Kendal Permai. 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Akademisi, dari hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat 

untuk memperoleh pemahaman tentang disiplin ilmu yang dipelajari, serta 

bagaimana menerapkan teori-teori di dalam praktek perusahaan khususnya 

pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan juga sebagai wawasan untuk 

menambah informasi tentang hal-hal berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Kegunaan Praktisi, dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

masukan dalam upaya meningkatkan tentang kemuamalahan dan 

menerapkan Fatwa DSN –MUI sebagai rujukan bagi Lembaga Keuangan 
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Syariah (LKS) baik bank maupun non bank. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan untuk memberikan masukan agar adanya perkembangan 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya di Pegadaian Syariah. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan 

teori terdahulu. Tinjauan pustaka memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu 

menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang lampau yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Proses ini untuk 

menghindari pengulangan (duplication) yang tidak disengaja dari penelitian-

penelitian terdahulu dan membimbing kita pada apa yang perlu diselidiki. 

Disamping itu memberikan rasa percaya diri sebab melalui kajian pustaka 

berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Oleh karena itu kita menguasai 

informasi mengenai subjek tersebut.
12

 

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan 

penelitian, maka diperlukan adanya wacana pembahasan penelitian atau 

pengetahuan-pengetahuan yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan 

penelitian ini, sebelumnya telah ada penelitian yang serupa dengan tema yang 

sama yaitu mengenai ganti rugi (Ta‟widh) diantaranya: 

Pertama, skripsi yang pernah disusun oleh Miftah Farid, 2013, 

“Implementasi Fatwa DSN MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang 

Ta‟widh (Studi KasusTerhadap Penentuan Ta‟widh Pada Produk Hasanah 

Card Di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang)”. Skripsi ini menekankan 

                                                           
12

 Consuelo G. Sevilla, dkk, Pengantar Metode Penelitian, (terj.) Alimuddin Tuwu 

(Jakarta: UI. Press, 1993), hlm. 31-32. 
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pada denda bagi nasabah yang telat dalam melakukan pembayaran tagihannya. 

Ta‟widh yang ditetapkan yaitu dengan cara menetapkan berdasarkan jangka 

waktu keterlambatan dan bukan berdasarkan kerugian riil yang terjadi.
13

 

Kedua, skripsi yang pernah disusun oleh Zumrotul Azizah, 2017 

“Sistem Pengelolaan Dana Ta‟widh Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT 

BPRS Saka Dana Mulia Kudus”. Skripsi ini ini menekankan pada 

pengalokasian dana ta‟widh. Besaran ta‟widh pada PT. BPRS Saka Dana 

Mulia Kudus ditentukan ketika awal akad dan dana yang terkumpul dari dana 

ta‟widh dimasukan kedalam dana sosil atau dana CSR (corporate social 

responsibility) yang kemudian dialoksikan dalam kegiatan sosial seperti 

halnya memberikan sumbangan-sumbangan untuk kegiatan kemasyarakatan.
14

 

Ketiga, skripsi yang pernah disusun oleh Abdullah Faqihuddin, 2017 

“Implementasi Kebijakan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 

Tentang Ta‟widh Bagi Nasabah Wanprestasi (Studi Kasus PT. Bank BNI 

Syariah Surabaya)”. Skripsi ini menekankan bahwa pelaksanaan ta‟widh pada 

fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 di Bank BNI Syariah Surabaya 

sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004. 

Sedangkan implementasi ta‟widh bagi nasabah wanprestasi pada Bank BNI 

Syariah Surabaya dalam kasus yang ada yaitu Bank BNI Syariah dalam 

menyelesaikan pembiayaan BNI Griya iB Hasanah bermasalah dengan cara 

                                                           
13

 Miftah Faridh, Implementasi Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang 

Ta‟widh (Studi Kasus Terhadap Penentuan Ta‟widh Pada Produk Hasanah Card Di BNI Syariah 

Kantor Cabang Semarang), Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam 

Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2013. 
14

Zumrotul Azizah, Sistem Pengelolaan Dana Ta‟widh Bagi Nasabah Wanprestasi Pada 

PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus, Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2017. 
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kebijakan menerapkan rescheduling. Karena dengan penerapan kebijakan ini 

pihak nasabah dapat menyelesaikan pembiayaan BNI iB Griya bermasalah 

dengan baik, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Di dalam kasus ini, 

sebenarnya ganti rugi (ta‟widh) yang seharusnya dikenakan sudah dilakukan 

dan dihitung kerugiannya, tetapi melihat dari niat nasabah yang masih 

mempunyai itikad baik dan juga nasabah dalam keadaan force majeur maka 

atas kebijakan dari Bank BNI Syariah, ganti rugi tersebut ditiadakan.
15

 

Keempat, skripsi yang pernah disusun oleh Ivan Hudayani, 

“Penentuan Ta‟widh Pada Produk Pembiayaan Serambi Mikro di Bank BJB 

Syari‟ah KCP Sumedang” Skripsi ini menekankan pada pemberian sanksi 

yang diberikan oleh Bank BJB Syari’ah KCP Sumedang kepada nasabah yang 

lalai terhadap pembayarannya berupa ganti rugi (ta‟widh). Sehingga apabila 

dikaitkan hubungannya dengan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 

belum sesuai implementasnya dengan di lapangan. Seharusnya besarnya 

jumlah ganti rugi (ta‟widh) tidak boleh dicantumkan didalam akad, tetapi 

pelaksanaannya dicantumkan dan dibuat sebelum perjanjian dibuat.
16

 

Kelima, skripsi yang pernah disusun oleh  Ani Nuraeni, “Ganti Rugi 

Pada Pembatalan Jual Beli Rumah Pada Bum Panyawangan Bandung”. 

Skripsi ini  menekankan pada jual beli rumah. Dimana pembeli harus 

                                                           
15Abdullah Faqihuddin,Implementasi Kebijakan Fatwa DSN-MUI 

No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta‟widh Bagi Nasabah Wanprestasi (Studi 

Kasus PT. Bank BNI Syariah Surabaya), Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya, 2017.  
16

Ivan Hudayani, Penentuan Ta‟widh Pada Produk Pembiayaan Serambi Mikro di Bank 

BJB KCP Sumedang, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas  Syari’ah 

Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 2017. 
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membooking kavling terlebih dahulu dengan pembayaran minimal Rp. 

5.000.000 disamping itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi 

pembeli, apabila pembeli tidak memenuhinya dan memilih untuk tidak 

meneruskannya maka uang booking sebesar Rp. 5.000.000 menjadi hangus. 

Begitupun dengan konsumen yang mengundurkan diri karena alasan tertentu 

maka diharuskan membayar denda sebesar 50% x jumlah seluruh pembayaran 

yang telah disetorkan oleh konsumen kepada Developer.
17

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan dimana 

didalamnya membicarakan atau mempersoalkan tentang cara-cara 

melaksanakan penelitian dengan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala 

ilmiah.
18

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode untuk proses pemecahan masalah 

dalam penulisan deskriptif dengan menggambarkan atau mendeskripsikan 

keadaan gejala dan fakta di dalam kehidupan sosial (subjek atau objek) secara 

mendalam.
19

 Seperti penelitian saat ini terhadap pelaksanaan ganti rugi 

(Ta‟widh) pada produk Amanah yang memakai metode pendekatan studi 

lapangan pada Pegadaian Syariah Unit Kendal Permai. 

 

 

                                                           
17

Ani Nuraeni, Ganti Rugi Pada Pembatalan Jual Beli Rumah Pada Bumi Panyawangan 

Bandung, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Gunung Djati Bandung, 2007. 
18

 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian, (Yogyakarta: ANDI, 2010), hlm. 1. 
19

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 

hlm. 20. 
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1. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Unit Kendal Permai 

Komplek Pertokoan Permai Blok B No 10, Patukangan, Kendal, 

Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51311, dengan objek penelitian ganti 

rugi (Ta‟widh) pada produk Amanah. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis data pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif. 

Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa tulisan atau lisan dari hasil pengamatan melalui 

pendekatan yang diarahkan pada pengamatan tersebut. Data kualitatif 

dalam penelitian memiliki kriteria data yang pasti, data yang terjadi 

sebagaimana adanya.
20

 

3. Sumber Data 

Sumber data adalah dari mana subjek dapat diperoleh. Adapun 

sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi 

dua, yaitu: 

a. Data Primer, yaitu data yang berkaitan dan diperoleh secara langsung 

dari sumber asli (tidak melalui perantara)
21

. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang menunjang dalam melengkapi dari data 

primer dan diperoleh tidak dari data primer. Data sekunder ini dapat 

                                                           
20

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam 

(Muamalah), (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm. 50. 
21

 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1998), hlm. 91. 
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berupa informasi dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus 

penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu langkah utama dalam 

penelitian untuk mendapatkan sebuah data. Tanpa mengetahui serta 

memahami teknik pengumpulan data yang baik, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan sebuah data yang dapat melengkapi suatu penelitian. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang 

dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan 

dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada 

tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan kerjasama 

sebagai landasan utama dalam proses memahami.
22

 Peneliti akan 

melakukan wawancara dengan pihak nasabah dan karyawan untuk 

mengeksplorasi informasi secara jelas dari narasumber. 

b. Dokumentasi (documentation) 

Teknik pengumpulan data di Pegadaian Unit Kendal Permai 

dengan metode dokumenasi adalah cara untuk memperoleh data dan 

informasi berupa catatan tertulis atau gambaran yang tersimpan 

                                                           
22

Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen 

Penggalian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 31. 
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berkaitan dengan masalah yang diteliti.
23

 Berkaitan dengan penelitian 

ini, penelitian menggunakan, dokumen, formulir produk Amanah, 

dokumen-dokumen lain dari Pegadaian Syariah Unit Kendal Permai. 

Serta buku-buku lain yang berkenaan dengan hukum Islam. 

4. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang 

diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum 

skunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan yang sifatnya mengikat 

masalah-masalah yang akan diteliti. dalam penelitian ini yang menjadi 

sumber hukum primer adalah Fatwa DSN-MUI. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat 

hubunganya dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisis 

dan memahami bahan hukum primer. Aturan-aturan yang digunakan 

dalam melakukan analisis penelitian ini oleh penulis adalah dengan 

menggunakan hasil penelitian dan hasil karya lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian yang sedang diteliti menganalisis dan memahami 

bahan hukum primer.
24

 

                                                           
23

 Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, Metodologi Penelitian, (Bandung: PT. Rafika 

Ditama, 2014), hlm. 139. 
24

 Ronny Hanitjo, Metodolog Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1994), hlm. 12. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan 

mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang 

berasal dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.
25

 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang 

diteliti dan menyajikannya ke dalam temuan.
26

 Setelah memperoleh semua 

data, maka peneliti akan mengumpulkan temuan-temuan di lapangan 

tersebut sekaligus dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh sesuai 

dengan arahan penelitian. 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif 

analisis. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, 

terhadap data primer dan sekunder. Selanjtnya diuraikan dan disimpulkan 

dengan memakai metode berfikir induktif yaitu pengambilan kesimpulan 

dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus berdasarkan pengamatan 

di lapangan untuk menilai apakah pelaksanaan Ta‟widh pada produk 

pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Kendal Permai sudah sesuai 

dengan hukum Islam atau belum. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. 

Deskripif analisis adalah metode yang dimulai dari membuat gambaran 

                                                           
25

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), hlm. 106. 
26

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, dan R &D, (Jakarta: Alfabeta, 

2012), hlm. 334. 
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atau konsep secara akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yag 

tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis sesuai dengan bahan 

hukum yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya dianalisis untuk menilai 

dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah dapat diterima atau 

ditolak.
27

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

JUDUL : Praktek Pelaksanaan Ganti Rugi (Ta‟widh) Di Pegadaian 

Syariah Unit Kendal. 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Dalam bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II : KONSEP RAHN DAN GANTI RUGI (TA‟WIDH) 

 Pada bab landasan teori berisi tentang pengertian rahn, dasar 

hukum rahn, rukun dan syarat rahn, macam-macam rahn,  

pengertian ganti rugi (Ta‟widh), landasan hukum ganti rugi 

(Ta‟widh), syarat-syarat ganti rugi, Fatwa DSN-MUI 

No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang ganti rugi (Ta‟widh) 

                                                           
27

Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, dan R &D….  hlm. 308 
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BAB III : PELAKSANAAN GANTI RUGI (TA‟WIDH) DI 

PEGADAIAN SYARIAH KENDAL PERMAI 

 Pada bab kondisi umum objek penelitian ini berisi profil 

Pegadaian Syariah Kendal Permai Kendal dan praktek ganti 

rugi (Ta‟widh) di Pegadaian Syariah Kendal Permai. 

BAB IV : ANALISIS GANTI RUGI (TA‟WIDH) DI PEGADAIAN 

SYARIAH KENDAL PERMAI 

 Pada bab hasil penelitian ini berisi tentang analisi terhadap 

ganti rugi (Ta‟widh) di Pegadaian Syariah Kendal Permai dan 

analisis terhadap ganti rugi (Ta‟widh) menurut Fatwa DSN-

MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang ganti rugi 

(Ta‟widh).. 

BAB V : PENUTUP 

 Pada bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

KONSEP RAHN DAN GANTI RUGI (TA’WIDH) 

A. Konsep  

1. Definisi Rahn 

Rahn secara bahasa artinya bisa ats-tsubuut dan ad-Dawaam 

(tetap). Sedangkan definisi akad Rahn menurut syara‟ adalah menahan 

sesuatu karena adanya hak dan kemungkinan dari hak tersebut bisa 

terpenuhi sesuatu tersebut.
1
  

Menurut para ulama mengenai definisi rahn : 

a. Menurut Syafi‟iyah : 

 

فاَ ًَ رِ فىَ مِنْياَ عِنْدَ تعََدُّ ٌْ ثيِْقةًَ بدَِيْهٍ يَسْتَ ًَ وِ.ٸِ جَعْلُ عَيْهٍ   
Artinya: 

“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat 

dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang”. 

 

b. Menurut Hanafiyah: 

 

هْ  فىَ مِهْ ثمََنوِِ انِْ تعََدَّ رَاسِْتيِْفاَؤُهُ مِمَّ ٌْ يْهِ ليِسِْتَ ثيِْقَةً بِالدَّ ًَ الَْمَالُ الَّذِيْ يجَْعَلُ 

لوَُ. ٌَ  ىُ
Artinya: 

“Harta yang dijadikan jaminan utag sebagai pembayar haga (nilai) 

utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar 

utangnya kepada pemberi pinjaman”.
2
 

 

c. Menurut Taqiyuddin: 

 جعل المال ًثيقة بديه.
Artinya: 

“Menjadikan harta sebagai jaminan”. 

 

                                                           
1
Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 

106-107. 
2
Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) , hlm. 159-160. 
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Secara umum Rahn yaitu benda yang bernilai untuk dijadikan 

jaminan sebagai penguat hutang dan juga dapat dijadikan pembayaran 

seluruh atau sebagian hutangnya.
3
 

Menurut penulis rahn adalah menahan barang jaminan yang 

bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atau pinjaman 

yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi 

sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk 

mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai 

dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang 

pada waktu yang telah ditentukan. 

2. Dasar Hukum Rahn 

Para ulama sespakat jika Rahn dipebolehkan, namun tidak wajib 

karena Rahn sebagai jaminan saja jika pihak Rahin (yang menyerahkan 

barang) dan Murtahin (penerima barang) tidak saling percaya.
4
 Adapun 

landasan yang terdapat dalam Al-Qur‟an, hadits dan ijma‟, sebagai 

berikut: 

a. Surat al-Baqarah ayat 283: 

                     

                     

                                                           
3
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                      

           

Artinya: 

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan 

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) 

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah 

kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa 

yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 

berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”.
5
 

Ayat tersebut secara tidak langsung menyebutkan barang 

jaminan yang dipegang oleh orang yang memberi utang. Dalam dunia 

finansial, barang jaminan biasa dikenal sebagai jaminan (collateral) 

atau jaminan hutang.
6
 

b.  Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari „Aisyah r.a., ia berkata: 

 

عَلَىوِ وَسَلم مِنْ يَ هُودِيٍّ طعََامًا بنَِسِيئَةٍ وَرَىَنَوُ دِرْعَوُ. اللهىصَل   هللاِشْتَ رَى رَسُولُ   
Artinya: 

“Suatu ketika, Radulullah S.a.w. membeli makanan dari seorang 

Yahudi tidak secaratunai dengan menggadaikan perisai beliau 

kepadanya.”
7
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Dan Terjemanya, (PT. 
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6
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c. Hadits Nabu riwayat al-Syafi‟i, al-Daraquthuni dan Ibnu Majah dari 

Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda: 

 

يُ غْلَقُ الرَّىْنُ مِنْ  لاَ ׃قاَلَ رَسُوْلُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  ׃وَعَنْوُ رَضِىَ االلهُ عَنْوُ قاَلَ 
ارَقُطْنُِِّ وَالْْاَكِمُ وَرجَِالوُُ ثقَِاتٌ إِ صَاحِبِوِ الَّذِى رَىَنَوُ لَوُ غُنْمُوُ وَعَلَيْوِ غُرْمُوُ. رَ  أَنَّ  لاَّوَاهُ الدَّ

.الْمَحْفُوْظَ عِنْدَ أَبِِ دَاوُدَ وَغَيْْهِِ إِرْسَالوُُ   

Artinya: 

Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa telah bersabda Rasulullah saw., 

“tidak akan tertutup (hilang) barang gadaian dari pemiliknya yang 

menggadaikannya. Ia mendapatkan keuntungan dan ia juga 

menanggung kerugian” (HR ad-Daruquthni dan al-Hakim. Para 

perawinya tsiqat. Hanya saja menurut pendapat yang terpelihara pada 

sunan Abu Daud dan lainnya, hadits ini mursal).
8
 

d. Hadits Nabi riwayat Jama‟ah, kecuali Muslim dan al-Nasa‟i, Nabi 

S.a.w. bersabda: 

 

: قاَلَ رَسُوْلُ االلهِ ص )الَظَّهْرُ يُ ركَْبُ بنَِ فَقَتِوِ اِذَا كَانَ مَرْىُوْناً، وَلَبََُ  عَنْ اَبِْ ىُرَيْ رةََ قاَلَ 
رِّ يُشْرَبُ بنَِ فَقَتِوِ اِذَا كَانَ مَرْىُوْناً، وَعَلَى الّذِيْ يَ ركَْبُ وَيَشْرَبُ الن َّفَقَةُ( رَوَاهُ البُخَاريُّ.   الدَّ

Artinya: 

“Dari Abi Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw.: 

Binatang tunggangan boleh ditunggangi lantaran memberi nafqahnya 

apabila ia tergadai, dan susu boleh diminum lantaran nafqahnya 

apabila adalah ia tergadai, dan wajib orang yang nunggang dan yang 

meminum memberi nafqah”.
9
 

 

e. Ijma‟ 

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal 

dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw yang 

menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang 

Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi 

Muhammad Saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya 

bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, 

bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad Saw yang 

                                                           
8
 A. Hasan, Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-„Asqalani, (Bandung: CV. 

Dipenogoro, 2006), hlm. 380. 
9
 A. Hasan, Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-„Asqalani, …, hlm. 380. 



22 
 

 

tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan 

mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad 

Saw kepada mereka.
10

 

 

3. Rukun dan Syarat Rahn 

Rahn memiliki empat unsur yaitu rahin (pihak yang 

menggadaikan), al-murtahin (pihak yang menerima gadai), al-marhun 

(barang yang digadaikan), al-marhun bih (utang).
11

 

Menurut ulama Hanafiyah rukun rahn terdiri dari ijab dan qabul 

diantaranya rahin dan murtahin, seperti akad-akad yang lainnya. Tetapi 

tidak akan sempurna jika belum ada penyerahan jaminan.
12

 Menurut ulama 

lain rukun rah nada tiga selain ijab dan qabul. Rukun tersebut adalah 

„aqid (rahin dan murtahin), marhun (barang yang digadaikan), marhun bih 

(utang).
13

 

Dalam mejalankan rahn pihak lembaga keuangan Syariah harus 

memenuhi unsur/rukun seperti yang telah dijelaskan diatas, diantaranya: 

a. Ar-Rahin (yang menggadaikan) 

Orang yang sudah baligh, berakal, dapat dipercaya dan memiliki 

barang yang ingin di gadaikan. 

b. Al-Murtahin (pihak yang menerima gadai) 

Orang atau lembaga yang dipercaya rahin agar mendapatkan modal 

dengan jaminan. 

c. Al-Marhun (barang jaminan) 
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 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8. 
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 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6, …, hlm. 111. 
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Barang yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan utang. 

d. Al-Marhun Bih (utang) 

Dana yang diberikan kepada muratahin kepada marhun atas besarnya 

tafsiran marhun. 

e. Shighat, Ijab dan Qabul
14

 

Semua orang yang melakukan akad rahn harus orang yang 

memenuhi syarat untuk melakukan akad. Selain rahn mempunyai rukun 

yang harus dipenuhi dalam transaksi, maka rahn juga mempunyai syarat 

yang harus dipenuhi diantaranya: 
15

 

a. Persyaratan Aqid 

Orang yang akan melakukan akad harus memenuhi al-

ahliyahnya. Menurut ulama Syafi‟iyah ahliyah adalah orang yang sah 

melakukan jual beli, yaitu berakal dan mumayyi, tetapi tidak harus 

baligh. Sedangkan anak kecil yang sudah mumayyiz dan orang yang 

bodoh yang sudah mendapatkan izin dari walinya untuk melakukan 

rahn.
16

 

Sedangkan menurut Hanafiyah adalah ahliyyatul bai‟ setiap 

orang boleh melakukan transaksi jual beli, maka untuk itu 

diperbolehkan melakukan akad rahn. Karena rahn merupakan tindakan 

yang berkaitan dengan harta seperti jual beli. Oleh karena itu orang 
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 Andrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), hlm. 27. 
15

 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, …, hlm. 21. 
16

 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah, …, hlm. 162. 
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yang melakukan akad rahn harus memenuhi syarat seperti orang yang 

melakukan transaksi jual beli.
17

 

b. Syarat Shighat 

Menurut ulama Hanafiyah akad tidak boleh dikaitkan dengan 

syarat tertentu atau masa yang akan datang, karena akad rahn sama 

dengan jual beli. Sehingga jika akad dibarengi dengan syarat tertentu 

maka syaratnya batal dan akadnya sah.
18

Misalnya, orang yang 

menggadaikan hartanya mensyaratkan tenggang waktu utang habis dan 

utang belum dibayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang 

tenggang waktunya, atau mensyaratkan harta agunan itu bisa ia 

manfaatkan. Kecuali jika itu mendukung kelancaran akad maka 

diperbolehkan.
19

 

Sedangkan menurut ulama Syafi‟iyah yang disyaratkan dalam 

akad rahn adalah: 

1) Syarat sahih yaitu mensyaratkan agar murtahin untuk segera 

membayar agar jaminan tidak disita. 

2) Menyaratkan yang tidak mempunyai manfaat, mensyaratkan 

hewan yang dijadikan jaminan untuk diberi makanan tertentu. 

Syarat yang seperti itu adalah syaratnya batal dan akadnya sah. 

3) Syarat yang merusak akad, seperti syarat yang merugikan pihak 

murtahin, seperti murtahin tidak boleh menjual barang yang 
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 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6, …, hlm. 112-113. 
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 Andrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, …, hlm. 38. 
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digadaikan setelah utang yang telah jatuh tempo sedangkan rahin 

belum juga membayar hutangnya.
20

 

c. Syarat Marhun Bih 

Marhun bih adalah kewajiban rahin untuk membayar utang 

kepada murtahin dan barang yang dijadikan jaminan harus yang 

bermanfaat agar sah dan dapat dihitung jumlanya. Syarat marhun bih 

menurut ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut:
21

 

1) Marhun bih hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, 

maksudnya marhun bih hendaknya berupa utang yang wajib 

diberikan oleh orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang 

atau benda. 

2) Marhun bih berupa utang yang memungkinkan untuk dibayarkan, 

maksudnya jika marhun bih tidak dapat dibayarkan, rahn menjadi 

tidak sah, karena menyalahi maksud dan tujuan rahn. 

3) Hak yang menjadi marhun bih harus jelas dan pasti, maksudnya 

tidak boleh memberikan dua marhun bih tanpa dijelaskan utang 

mana menjadi rahn.
22

 

Menurut ulama Syafi‟iyah syarat marhun bih sebagai berikut: 

1) Utang yang tetap dan bisa dimanfaatkan. 

2) Utang harus sesuai pada saat akad. 

3) Utang harus jelas dan rahin serta murhatinnya mengetahui.
23
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d. Marhun  

Marhun adalah harta yang ditahan oleh murtahin sebagai 

jaminan hutang.
24

 Ulama fiqih sepakat jika syarat marhun 

sebagaimana persyaratan barang jual beli,sehingga marhun dapat 

dijual untuk memenuhi hak murtahin.
25

 

1) Jaminana harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan, jika 

jaminan tidak dapat mempunyai nilai dan tidak bermanfaat maka 

tidak bisa dijadikan jaminan menurut syariat Islam. 

2) Jaminan bisa dijual dan jika dijual nilainya seimbang dengan 

utangnya. 

3) Jaminan harus jelas dan bisa ditentukan secara spesifik. 

4) Jaminan harus kepemilikan sah rahin. 

5) Jaminan bukan milik orang lain. 

6) Jaminan harus harta yang utuh,tidak boleh dibeberapa tempat. 

7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya 

maupun manfaatnya.
26

 

Syarat marhun menurut ulama Hanafiyah sebagai berikut: 

1) Marhun bisa dijual. 

2) Marhun bermanfaat. 

3) Marhun jelas. 

4) Marhun milik rahin sendiri. 

5) Marhun bisa diserahkan. 
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6) Marhun tidak bersatu dengan harta lain. 

7) Marhun dapat dipegang dan dikuasai oleh rahin. 

8) Marhun harta yang tetap dan bisa dipindahkan.
27

 

4. Macam-Macam Rahn 

Rahn yang diatur menurut prinsip Syariah dibedakan atas dua 

macam, yaitu : 

a. Rahn Hiyazi 

Rahn Hiyazi inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai, baik dalam 

hukum gadai, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. 

Jadi, berbeda dengan rahn „iqar yang hanya menyerahkan hak 

kepemilikan atas barang, maka yang hanya menyerahan hak 

kepemilikan atas barang, maka pada rahn hiyazi tersebut baangnya pun 

dikuasai oleh kreditur.
28

 

b. Rahn „iqar 

Rahn „iqar atau rahn rasmi, rahn takmini, rahn tasjily merupakan 

jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut 

(marhun) tetap berada dalam penguasa (pemanfaatan) rahin dan bukti 

kepemilikan diserahkan kepada murtahin.
29

 

Dalam Pegadaian Syariah pada produk Amanah menggunakan 

akad Rahn Tsjily yang disebut juga dengan Rahn Ta‟mini, Rahn Rasmi 

atau Rahn Hukmi. Produk Rahn Tasjily ini bertujuan untuk membantu 

nasabah untuk mendapatkan uang atau membantu masyarakat yang kurang 
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mampu dalam mendapatkan motor atau mobil yang diinginkan. Ketentuan 

Rahn Tasjily sebagai berikut : 

a. Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifkat barang yang 

dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin. 

b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan da 

setifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin. 

c. Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murahin untuk 

melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang atau jual ke pihak 

lain sesuai prinsip Syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat 

melunasi uangnya. 

d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran 

sesuai kesepakatan. 

e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan 

barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang 

ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad ijarah. 

f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh 

dikaitkan dengan jumlah uang rahin kepada murtahin. 

g. Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengeakan biaya lain 

yang diperlukan pada pengeluaran yang riil. 

h. Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh rahin.
30

 

Prosedur pembiayaan Rahn Tasjily sistem dan prosedur 

pembiayaan merupakan cara-cara dalam melaksanakan transaksi 

pembiayaan yang telah terjadi dengan ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan cra 

pelaksanaan dalam melakukan pembiayaan. 

Allah SWT memerintahkan kepada umat-Nya apabila 

bermuamalah secara tidak tunai (hutang piutang), hendaknya ditulis dan 

apabila tidak ditulis, maka diperintahkan untuk memberikan jaminan 

sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.  
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B. Konsep Ganti Rugi (Ta’widh) 

1. Ganti Rugi (Ta‟widh) Menurut Hukum Islam 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Lembaga Keuangan Syariah 

pasti mempunyai resiko salah satunya keterlambatan angsuran. Walaupun 

Lembaga Keuangan Syariah telah selektif dan menganalisis sebelum 

memberikan pembiayaan bukan berarti resiko hilang, akan tetapi hal 

tersebut dapat meminimalisir resiko yang terjadi sehingga kemungkinan 

gagal bayar pasti ada. 

Para pihak wajib melakukan apa yang timbul dari akad. Apabila 

salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, 

tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat 

mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh 

karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud (kreditur) 

dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas 

pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya (debitur) bagi kepentingan 

pihak yang berhak (kreditor). 

Dalam hukum Islam, terdapat istilah dhaman al-„aqd, yaitu 

tanggung jawab melaksanakan akad. Dalam istilah tanggung jawab terkait 

dengan konsep ganti rugi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
31

 

a. Daman akad (dhaman al-„aqd), yaitu tanggung jawab perdata untuk 

memberi ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad. 
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b. Daman udwan (dhaman al-„udwan), yaitu tanggung jawab perdata 

untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan 

merugikan (al-fi‟I adh-dharr) atau dalam istilah hukum perdata 

Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum. 

Di samping itu, dalam melindungi aktifitas ekonomi dan bisnis, 

Islam telah memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegang, salah 

satunya yaitu prinsip tidak boleh mengandung praktek eksploitasi dan 

saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya.
32

 Dengan demikian 

transaksi apapun yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan asas 

kemaslahatan, dalam arti menimbulkan kerugian atau keadaan 

memberatkan. 

Sehingga dalam melindungi kepentingan masing-masing pihak 

yang berakad terutama pihak yang mengalami kerugian, Islam 

memberikan ketentuan terkait dengan pemberian ganti rugi (Ta‟widh). 

a. Pengertian Ganti Rugi (Ta‟widh) 

Dalam karya Iyadh Ibn Issaf Ibn Maqbal al-„Inzi yang dikutip 

oleh Jaih Mubarok dan Hasanudin dalam buku Fikih Mu‟amalah 

Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian, Al-Ta‟widh secara istilah yaitu 

kewajiban melakukan pembayaran untuk mengganti biaya kerugian 

yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Ganti rugi yang dimaksud 

pembebanan biaya kepada nasabah yang telah melakukan 
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keterlambatan angsuran kepada Lembaga Keuangan Syariah dalam 

rangka menanggulangi pembiayaan yang bermasalah.
33

 

Menurut Bagya Agung Prabowo dalam buku Aspek Hukum 

Pembiayaan Murabahah Pada Pernakan Syariah mengatakan bahwa 

Ta‟widh adalah kerugian yang ditanggungkan kepada orang yang telah 

melanggar janji. Melanggar janji maksudnya adalah bahwa salah satu 

pihak sengaja tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan 

pihak lawan. Ta‟widh yang dimaksud menutup kerugian yang dialami 

baik barupa benda maupun uang tunai.
34

 

Kata al-Ta‟widh berasal dari kata „iwadha (عوض) yang 

mempunyai arti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata 

Ta‟widh sendiri mempunyai arti secara bahasa mengganti.
35

 Secara 

umum pengertian ganti rugi (Ta‟widh) adalah menutup kerugian yang 

terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian 

riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya memperoleh 

pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena 

adanya peluang yang hilang. 

Secara istilah definisi ganti rugi (Ta‟widh) yang dikemukakan 

oleh ulama konteporer Wahbab al-Zuhaili:
36
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يْ أوَِ الَخطأَِ   الت َّعْوِيْضُ : ىُوَ تَ غْطِيَةُ الضَّرَرِ الوَاقِعِ باِلت َّعَدِّ
Artinya: 

“Ganti rugi (Ta‟widh) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat 

pelanggaran atau kekeliruan.” 

Adanya dhaman (tanggung jawab) untuk menggantikan atas 

sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam “Bahaya 

(beban berat) dihilangkan,” (adh-dhararu yuzal), artinya bahaya 

(beban berat) termasuk di dalamnya kerugian harus dihilangkan 

dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah 

segala gangguan yang menimpa seseorang., baik menyangkut dirinya 

maupun menyangkut harta kekayaan, yang terwujud dalam bentuk 

terjadinya pengurangan  kuantitas, kualitas, ataupun manfaat. 
37

 

Biaya Ta‟widh (ganti rugi) timbul karena: 

1) Digunakan untuk memberi informasi kepada nasabah yang telah 

melakukan wanprestasi seperti menggunakan alat elektronik, 

media masa, maupun mengirim surat. 

2) Adanya pihak ketiga untuk mengumpulkan atau menagih hutang 

kepada nasabah. 

3) Kegiatan dari pihak Lembaha Keuangan Syariah untuk mencarikan 

solusi terhadap pembiayaan yang bermasalah.
38
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Ta‟widh adalah sejumlah dana yang dibebankan kepada 

nasabah untuk menutup kerugian yang diderita oleh Lembaga 

Keuangan Syariah akibat nasabah lalai atau melakukan sesuatuyang 

menyimpang dari ketentuan dalam akad.
39

 

b. Syarat-Syarat Ta‟widh 

Menurut Bagya Agung Prabowo syarat sahnya Ta‟widh adalah 

kerugian riil yang keluarkan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah 

dan dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian riil yang dimaksud 

adalah biaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah pada 

saat penagihan. Jumlah atau besaran gan rugi (Ta‟widh) sesuai dengan 

nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam 

transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi 

(potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss 

atau al-furshah al-dhai‟ah).
40

 

Hal ini mengingatkan secara tradisional, setiap bentuk 

penambahan apapun terhadap pokok pembiayaan merupakanbentuk-

bentuk riba. Namun, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005  

yang telah memberikan kemungkinan pemberian ganti rugi (Ta‟widh) 

dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat-syarat 

tertentu sebagai berikut: 

1) Bank Syariah dapat mengenakan Ta‟widh (ganti rugi) hanya atas 

kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada 

                                                           
39

 Muhammad, Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII 

Press, 2011), hlm. 89-90. 
40

 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan 

Syariah, …, hlm. 70. 



34 
 

 

nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakuakan 

sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan 

kerugian pada bank syariah. 

2) Besar Ta‟widh (ganti rugi) hanya dapat diakui sebagai pendapatan 

bank Syariah adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) 

yang berkaitan dengan upaya bank Syariah untuk memperoleh 

pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan 

akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang 

(opportunity loss, al-furshah al-adha‟iah). 

3) Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada akad ijarah dan akad yang 

menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna‟, serta 

murabahah, yang pembayarannya dilakukan secara tidak tunai. 

4) Ganti rugi dalam akad mudharabah dan musyarakah hanya boleh 

dikenakan bank Syariah sebagai shahibul maal apabila bagian 

keuntungan bank Syariah yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh 

nasabah sebagai mudharib. 

5) Klausul pengenaan Ta‟widh (ganti rugi) harus ditetapkan secara 

jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah. 

6) Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan antara bank Syariah dengan nasabah.
41

 

 

2. Ganti Rugi (Ta‟widh) Menurut Fatwa DSN-MUI 

a. Fatwa DSN-MUI Tentang Ganti Rugi (Ta‟widh) 

Konsep ganti rugi (Ta‟widh) yang dikeluarkan oleh Dewan 

Syariah Nasional diharapkan menjadi salah satu cara untuk mencegah 

kerugian yang dialami oleh Lembaga Keuangan Syariah. Ini juga 

sebagai kompetitif terhadap Lembaga Konvensional yang menerapkan 

bunga dengan mengambil konsep kehilangan kesempatan atau time 

value of money apabila nasabah terlambat melunasi kewajibannya.   

Namun perlu penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan  

Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 juga menjelaskan ganti 

rugi (Ta‟widh) yang diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada 
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nasabah pembiayaan yang nakal dan membantu Lembaga Keuangan 

Syariah agar mendorong nasabah untuk melunasi kewajibannya tepat 

waktu. Dimana penerapan ganti rugi (Ta‟widh) dalam Fatwa DSN-

MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 bertujuan untuk melindungi para 

yang bertransaksi baik nasabah maupun Lembaga Keuangan Syariah, 

sehingga tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan hak-

haknya.
42

 

Hal ini mengingatkan secara tradisional, setiap bentuk 

penambahan apa pun terhadap pokok pembiayaan merupakan bentuk-

bentuk riba. Namun, Fatwa DSN-MUI yang melaksanakan kegiatan 

berdasarkan prinsip syariah, yaitu berkenaan dengan peraturan ganti 

rugi (Ta‟widh) dalam pembiayaan yang dimaksud memberi 

kemungkinan pengenaan ganti rugi dalam hal dan dengan ketentuan-

ketentuan. Dalam fatwa tersebut  mempunyai ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut: 

Ketentuan Umum: 

1) Ganti rugi (Ta‟widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang 

dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuayu yang 

menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada 

pihak lain. 

2) Kerugian yang dapat dikenakan Ta‟widh sebagaimana dimaksud 

dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan 

dengan jelas. 

3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil 

yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya 

dibayarkan. 

4) Besar ganti rugi (Ta‟widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil 

(real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut 
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dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) 

karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-

furshah al-dha-I‟ah). 

5) Ganti rugi (Ta‟widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) 

yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti Salam, Istishna, 

serta Murabahah dan Ijarah. 

6) Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh 

dikenakan oleh shahibul maal atau salah satu pihak dalam 

Musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak 

dibayarkan. 

Ketentuan Khusus: 

1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui 

sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya. 

2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil 

dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. 

3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. 

4) Pihak yang cederajanji bertanggung jawab atas biaya perkara dan 

biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.43 

 

b. Landasan  Dasar Hukum Ganti Rugi (Ta‟widh) menurut Fatwa DSN-

MUI 

Menurut Fatwa DSN-MUI dasar hukum ganti rugi (Ta‟widh) 

sebagai berikut: 

1) Surat Al-Ma‟idah ayat 1: 

                   

                         

             

 
 

Artinya : 
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 

berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 

Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-

Nya”.
44

 

 

Dalam ayat ini memerintahkan agar memenuhi akad-akad 

yang dibuat ketika para pihak yang bertransaksi membuat 

kesepakatan, maka yang telah berakad harus memenuhi 

kesepakatannya.
45

 

2) Surat Al-Baqarah ayat 194: 

                

                   

                
Artinya: 

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut 

dihormati, berlaku hukum qishash. Oleh sebab itu, barangsiapa 

yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan 

serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan 

ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”
46

 

 

Dari ayat diatas dapat dihubungkan dengan ganti rugi 

(Ta‟widh) bahwasannya barang siapa melakukan serangan 
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(kerugian) kepadamu, maka balaslah ia seimbang dengan kerugian 

yang ditimpakan padamu. 

3) Surat Al-Isra‟ ayat 34 : 

                       

                       
Artinya : 

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan 

cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan 

penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung 

jawabannya”.
47

 

 

Dalam ayat ini memerintahkan untuk memenuhi janji yang 

telah disepakati, semua yang berakad harus memenuhi dan 

berkomitmen untuk melaksanakan perjanjiannya.
48

 

 

4) Surat Al-Baqarah ayat 279-280 : 

 

                     

              

                     

              
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Artinya: 

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) 

maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. 

Dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak 

menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279). Dan jika (orang 

berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia 

berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) 

itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (280).
49

 

 

Dalam ayat ini berisikan untuk meninggalkan riba karena 

dalam mengambil tambahan dari harta pokok merupakan riba tanpa 

adanya transaksi pengganti yang dibenarkan oleh Syariah karena 

merupakan kezaliman (279). Dalam ayat ini menjelaskan tentang 

pemberian waktu pembayaran kepada nasabah yang sedang pailit. 

Dalam hal ini memerintahkan untuk bersabar dan memberikan 

waktu kepada orang yang sedang pailit karena sudah tidak mampu 

memenuhi kewajibannya (280).
50

 

5) Hadits Nabi riwayat jama‟ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim 

dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn 

Majah dari Abu Haurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu 

Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari 

Abu Hurairah) : 

 

 ׃قاَلَ رَسُوْلُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  ׃عَنْ أَبِِ ىُرَيْ رةََ رَضِىَ االلهُ تَ عَالََ عَنْوُ قاَلَ 
 مَطْلُ الْغَنِِِّ ظلُْمٌ وَإِذَا أتُْبِعَ أَحَدُ كُمْ عَلَى مَلِيْءٍ فَ لْيُتْبَعْ.

Artinya : 
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Abu Hurairah r.a. mengatakan, Rasulullah saw, 

bersabda:“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh 

orang mampu adalah suatu kezaliman. Dan barang siapa diantara 

kalian yang utangnya diserahkan kepada orang yang sudah 

mampu, maka terimalah itu”.
51

 

 

6) Hadits Nabi riwayat Nasa‟I dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud 

dari Syuraid bin Suwaid, Ibnu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan 

Ahmad dari Syuraid bin Suwaid : 

قاَلَ رَسُوْلُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْوِ  ׃نِ الشَّريِْدِ عَنْ أبَيِْوِ رَضِىَ االلهُ عَنْوُ قاَلَ وَعَنْ عَمْروِ بْ 
لََُّ الْوَاجِدِ يُُِلُّ عِرْضَوُ وَعُقُوْبَ تَوُ. رَوَاهُ أبَُ وْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَعَلَّقَوُ الْبُخَارىُِّ  ׃وَسَلَّمَ 

 وَصَحَّحَوُ ابْنُ حِبَّانَ.
Artinya : 

Dari „Amr bin asy-Syarid, dari ayahnya, ia berkata bahwa 

Rasulullah saw. telah bersabda, “Menunda-nunda pembayaran 

utang bagi orang yang sudah mampu membayarnya, hal itu 

menghalalkan kehormatan dan sanksi hukuman terhadapnya”. 

(HR Abu Daud dan Nasa‟i. Al Bukhari menilai hadits ini mu‟allaq, 

sementara Ibnu Hibban menilai shahih).
52

 

 

7) Hadits dari „Amr bin „Auf Al Muzani yang diriwayatkan Tirmidzi 

،  عَنْ عَمْروِ بْنِ عَوْفٍ  الْمُزَنِِّ انََّ رَسُوْلَ االلهِ ص قاَلَ )الَصُّلْحُ جَائزٌِ بَ يَْْ الْمُسْلِمِيَْْ
اِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلََلاً اوَْ اَحَلَّ حَراَمًا، وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ، اِلاَّ شَرْطاً حَرَّمَ 

رُ حَلََلاً، اوَْ اَحَلَّ حَراَمًا ( رَوَاهُ الت ِّرْمِذِ  رُوْا عَلَيْوِ، لاَِنَّ راَوِيوَُ كَثِي ْ يُّ وَصَحَّحَوُ، وَانْكَن ْ
 بْنُ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْروِ بْنِ عَوْفٍ ضَعِيْفٌ، وكََانََّوُ اعْتَبَ رهَُ بِكَثْ رةَِ طرُقُِوِ 

Artinya: 
“Dari „Amr bin „Auf Al Muzani, bahwasannya Rasulullah SAW. 

Bersabda: Perdamaian itu halal antara Muslimin keculi 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 

yang haram: dan Muslimun (wajib) berperang dengan syarath-

syarath mereka kecuali syarath yang mengharamkan yang halal 

atau menghalalkan yang haram”. Diriwayatkan dia oleh Tirmidzi 
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dan ia shahkan dia, tetapi mereka bantah dia karena rawinya yaitu 

Katsir bin „Abdullah bin „Amr bin „Auf itu adalah lemah; rupanya 

ia anggap dia (shah) lantaran banyak jalannya.
53

 

8) Kaidah Fiqh: 

 الَِأصْلُ فِِ الْمُعَامَلََتِ اْلِإ باَحَةُ إِلاَّ أَنْ يدَُلَّ دَليِْلٌ عَلَى تََْرِ يِْْهَا. 
Artinya: 

“Pada dasarnya, segala bentuk mu‟amalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang menghalalkannya”.
54

 

c. Pendapat Tentang Ganti Rugi (Ta‟widh) 

Menurut Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 

Tentang Ganti Rugi (Ta‟widh) ada beberapa ulama yang berpendapat 

tentang ganti rugi (Ta‟widh) diantaranya: 

1) Menurut pendapat Ibnu Qudhamah dalam Al-Mughni yang dikutip 

dalam Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang 

Ganti Rugi (Ta‟widh) bahwa penundaan pembayaran kewajiban 

dapat menimbulkan kerugian dan karena harus dihindakan, ia 

menyatakan: 

“Jika orang berhutang (debitur) bermaksud melakukan 

perjalanan, atau jika perpiutang (kreditur) bermaksud melarang 

debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai 

berikut: 

Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya 

dari perjalanan, misalnya, perjalanan untuk berhaji dimana 

debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang 

pada bulan Muharram atau Dzulhijah, maka debitur boleh 

melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) 

akan menderita kerugian (dharar) akibat keterlambatan 

(memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila 

debitur menunjukkan penjamin atau menyerahkan jaminan (gadai) 

yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia 
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boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, 

kerugian kreditur dapat dihindarkan.” 
 

2) Menurut pendapat Wahbah Al-Zuhaili dalam Nazariyah Al-

Dhaman, yang dikutip dalam Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-

MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta‟widh), ia menyatakan: 

“Ta‟widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi 

akibat pelanggaran atau kekeliruan” (h.87). 

“Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa: 

a) Menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya) 

seperti memperbaiki dinding… 

b) Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti 

semula selama dimungkinkan, sepeti mengembalikan benda 

yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut 

sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang 

sama (sejenis) atau dengan uang” (h.93). 

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian 

yang belum pasti dimasa akan datang atau kerugian immaterial. 

Maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat 

diganti (diminta ganti rugi). Hal itu karena objek ganti rugi adalah 

harta yang ada dan konkret serta berharga (diijinkan syariat untk 

memanfaatkannya” (h.96) 
 

3) Menurut pendapat „Abd al-Hamid Mahmud al-Ba‟liy dalam 

Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-islamiyyah, yang dikutip dalam 

Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti 

Rugi (Ta‟widh), ia menyatakan bahwa: 

“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleg orang yang 

mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat 

penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis 

keterlambatan pembayaran terrsebut.” 
 

4) Menurut pendapat ulama yang membolehkan ta‟widh sebagaimana 

dikutip oleh “Isham Anas az-Zaftawi, Hukm al-Gharamah al-

Maliyyah fi al-Fiqh al-Islamiy, yang dikutip dalam Fatwa DSN-
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MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta‟widh), 

bahwa: 

“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah Syariah dan 

kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan 

penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda 

pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang 

dirugikan. 

Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab, karena itu, 

seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku 

ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang dighashab 

selama masa ghasab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun 

harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.”
55
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BAB III 

PELAKSANAAN GANTI RUGI (TA’WIDH) DI PEGADAIAN SYARIAH 

KENDAL PERMAI 

A. Profil Pegadaian Syariah Kendal 

1. Sejarah Pegadaian Syariah Kendal 

Pegadaian Syariah Kendal Permai mulai beroperasi pada tanggal 

15 Maret 2010. Lokasi Pegadaian Syariah Kendal Permai berada 

dikomplek Kendal Permai B-10, Patukangan, Kendal yang merupakan 

komplek pertokoan dan tidak jauh dari pasar. Hingga saat ini Pegadaian 

Kendal Permai telah memiliki nasabah yang berjumlah kurang lebih 4.000 

nasabah. Pegadaian Syariah Kendal Permai dalam operasinya telah 

menghasilkan beberapa produk. Produk yang ditawarkan di Pegadaian 

Syariah Kendal Permai yaitu: Rahn, Amanah, Arrum BPKB, Arrum Haji, 

Mulia, Tabungan Emas, Konsinyasi Emas, Jasa Taksir, Jasa Titipan, Multi 

Pembayaran Online. Produk Arrum Haji merupakan produk baru 

Pegadaian Syariah Kendal Permai sebagai sebuah inovasi baru. Sedangkan 

produk Rahn merupakan produk awal dari Pegadaian.
1
 

2. Visi Dan Misi Pegadaian 

Visi dan misi Pegadaian Syariah Kendal Permai termasuk di dalam 

visi dan misi Pegadaian Pusat yaitu sebagai berikut: 

 

                                                           
1
 Wawancara dengan Bapak Nandang Hermawan (Di Pegadaian Syariah Kendal Permai, 

Pada Tanggal 4 Januari 2019, Jam 13.30). 
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a. Visi 

Visi dari Pegadaian adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama 

berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis 

fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah 

kebawah.
2
 

b. Misi 

1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu 

memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah 

kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

2) Memasikan pemerataan pelayanan dan insfrastruktur yang 

memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian 

dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap 

menjadi pilihan utama masyarakat. 

3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha 

lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
3
 

3. Struktur Organisasi 

Pegadaian Syariah Kendal Permai berlokasi di Kompleks Kendal 

Permai Blok B-10 Kendal. Pegadaian Syariah Kendal Permai merupakan 

                                                           
2
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unit pelayanan dari Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang yang dibawah 

binaan Pegadaian Kantor Wilayah Semarang.
4
 

Pegadaian Syariah Kendal Permai memiliki anggota pengurus, 

dimana anggota pengurus tersebut mempunyai masing-masing tugas 

seperti halnya pengelola UPS yang bertugas sebagai pimpinan pelaksanaan 

teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat 

juga melakukan penyimpanan atas barang gadai dan bertugas sebagai 

penaksir barang gadai. Kasiar mempunyai tugas melakukan penerimaan 

dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan operasional. Security bertugas 

mengamankan harta perusahaan dan rahin dalam lingkungan kantor dan 

sekitarnya. Sedangkan analis mikro bertugas melakukan analisis atau 

kajian yang berkaitan dengan bidang tertentu sesuai bidang tugasnya 

masing-masing.
5
 Dimana struktur organisasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Wawancara dengan Bapak Nandang Hermawan, (Di Pegadaian Syariah Kendal Permai, 

Pada Tanggal 4 Januari 2019, jam 13.30). 
5
 Wawancara dengan Bapak Nandang Hermawan (Di Pegadaian Syariah Kendal Permai, 

Pada Tanggal 4 Januari 2019, Jam 13.30). 
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Sumber: Pegadaian Syariah Kendal Permai 

1. Produk Pegadaian Syariah Kendal Permai 

Pegadaian Syariah Kendal Permai menawarkan beberapa produk, 

yaitu: 

1. Rahn
6
 

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-

prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi 

dan Ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Untuk 

mendapatkan produk Rahn ini ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

nasabah, yaitu membawa fotokopi KTP atau identitas lainnya, mengisi 

formulir permintaan Rahn, menyerahkan barang jaminan (marhun) 

                                                           
6 http://www.pegadaian.co.id Diakses Pada Hari Senin Tanggal 31 Desember 2018 Pukul 
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bergerak (Perhiasan emas atau berlian, emas batangan, smartphone, laptop 

dan barang elektronik lainnya, motor, mobil dan benda bergerak lainnya. 

Pada produk Rahn nasabah yang ingin mengadaikan barang-barang 

berupa elektronik dengan proses, yaitu prosedur pemberian mengisi 

formulir permintaan Rahn, nasabah menyerahkan formulir permintaan 

Rahn yang dilampiri dengan fotokopi identitas serta barang jaminan, 

petugas pegadaian akan menaksir (marhun) agunan yang diserahkan, 

besarnya pinjaman/marhun bih adalah sebesar 90% dari taksiran marhun, 

apabila disepakati besarnya pinjaman maka nasabah mendatangani akad 

dan menerima uang pinjaman. 

Dalam produk Rahn ini mempunyai keuntuangan yaitu palayanan 

Rahn tersedia lebih dari 600 outlet di Pegadaian Syariah seluruh 

Indonesia, pinjaman (marhun bih) dapat dimulai dari Rp. 50.000,- sampai 

dengan Rp. 500.000.000,- atau lebih, proses pinjaman tanpa harus 

membuka rekening, pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat 

diperpanjang berkali-kali, penerimaan marhun bih dalam bentuk tunai atau 

ditransfer direkening nasabah, prosedur pinjaman sangat cepat hanya 

membutuhkan waktu 15 menit, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu 

dengan perhitungan mu’nah selama pinjaman. 

2. Amanah
7
 

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan 

berprinsip Syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk 

                                                           
7
 http://www.pegadaian.co.id Diakses Pada Hari Senin Tanggal 31 Desember 2018 Pukul 

18.46. 

http://www.pegadaian.co.id/


49 
 

memilih motor atau mobil dengan cara angsuran. Persyaratan pegawai 

tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 

tahun. Dengan melampirkan kelengkapanotokopi KTP (suami/istri), 

fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi SK pengangkatan sebagai 

pegawai/karyawan tetap rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan 

terakhir, mengisi dan menandatangani form aplikasi amanah, membayar 

uang muka yang disepakati (minimal 20%), menandatangani akad amanah. 

Di produk Amanah juga mempunyai keuntungan yaitu layanan 

Amanah tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia, uang 

muka terjangkau, jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai 

dengan 60 bulan, prosedur pengajuan yang tergolong cepat dan mudah, 

biaya administrasi murah dan angsuran tetap transaksi sesuai prinsip 

syariah.  

3. Arrum BPKB
8
 

Arrum adalah skim pinjaman berprinsip Syariah bagi para 

pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan 

sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB 

motor atau mobil. Dimana dalam produk Arrum BPKB ini adanya 

persyaratan, yaitu  fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya, dokumen 

kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) digunakan sebagai agunan, 

memiliki usaha produktif minimal telah berjalan 1 tahun, survey dan 

Analisa kelayakan usaha, menandatangani akad arrum. 
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Produk Arrum BPKB ini mempunyai keunggulan, yaitu layanan 

Arrum BPKB ini tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia, 

proses pinjaman/marhun bih butuh waktu 3 hari dan pinjaman akan cepat 

diterima, agunan menggunakan BPKB kendaraan bermotor, pelunasan 

dapat dilakukan sewaktu-waktu, prosedur pengajuan pinjaman/marhun bih 

cepat dan mudah, ijarah relative murah dengan angsuran tetap perbulan, 

pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan. 

4. Arrum Haji
9
 

Arrum Haji adalah produk pegadaian Syariah yaitu dengan 

memanfaatkan emas untuk mendaftarkan haji. Emas senilai Rp. 7 juta 

akan memperoleh pinjaman RP. 25 juta dalam bentuk tabungan haji yang 

dapat digunakan untuk mendaftar haji. Dalam produk Arrum Haji ini juga 

adanya persyaratan, yaitu dengan menyerahkan fotokopi KTP dan jaminan 

emas serta SABPIH. 

produk Arrum Haji juga memiliki keuntungan seperti halnya 

produk-produk yang lain, yaitu memperoleh tabungan haji yang langsung 

dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji, proses mudah, 

pinjaman dapat di angsur 12, 18, 24 atau 36 bulan, biaya pemeliharaan 

barang jaminan dan kafalah terjangkau, layana professional,emas dan 

SABPIH aman disimpan di Pegadaian. 
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5. Mulia
10

 

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang 

menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang 

tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid 

dan aman secara riil. Mulia (Murabahah logam mulia untuk investasi 

abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam 

mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/atau dengan 

pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang 

fleksibel. Akad mulia menggunakan akad murabahah dan rahn. Dalam 

produk ini adanya persyaratan seperti halnya fotokopi KTP atau identitas 

lainnya, mengisi formulir, menyerahkan uang muka, menandatangani akad 

mulia. 

Dalam produk logam mulia memiliki keuntungan, yaitu emas 

batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif 

(kelompok) ataupun arisan, proses mudah dengan layanan professional, 

alternative investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset, sebagai 

asset, emas batangan sagat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana 

mendesak, tersedia emas batangan dengan berat mulai 5 gram sampai 

dengan 1 kilogram, uang muka mulai dari 10% sampai dengan 90% dari 

nilai logam mulia, jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai 

dengan 36 bulan. 
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6. Tabungan Emas
11

 

Pegadaian tabungan emas adalah layanan penjualan dan pembelian 

emas dengan fasilitas titipan. Dalam produk ini ada beberapa persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu fotokopi identitas 

(KTP/SIM/Paspor), mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan 

Emas, membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- dan biaya 

fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000,-. 

Pada produk tabungan emas memiliki keuntungan, yaitu pegadaian 

tabungan emas tersedia di kanor cabang di seluruh Indonesia, top up saldo 

tabungan emas dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Pegadaian 

Digital Server, layanan petugas yang sangat professional, alternative 

investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset, mudah dan cepat 

dicairkan untuk memenuhi kebutuhan anda. 

7. Konsinyasi Emas
12

 

Konsinyasi emas adalah layanan titip-jual emas batangan di 

Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman 

karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas 

batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang 

dimiliki lebih produktif. Dengan persyaratan fotokopi identitas diri, 

kuitansi pembelian emas atau berita acara serah terima emas yang dibeli di 
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Pegadaian, mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan materai 6.000 

(sebanyak 2 lembar). 

Produk konsinyasi emas memiliki keunggulan, yaitu dikelola oleh 

PT Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN terpercaya, emas ana 

terproteksi 100%, transparan dalam pengelolaan, menghasilkan 

keuntungan yang kompetiti dengan investasi lainnya. 

8. Jasa Taksir
13

 

Pegadaian jasa taksir adalah layanan kepada masyaakat yang ingin 

mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu 

permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan 

biaya yang relative terjangkau. Layanan jasa taksir ini memudahkan 

masyarakat mengetahui tentang karatase dengan kualitas suatu barang 

berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti 

perhiasan yang dimilikinya. Dengan persyaratan, nasabah membawa 

barang yang akan diujikan ke loket Pegadaian, mengisi formulir 

permohonan pengujian. Dalam hal ini objek jasa taksir yaitu perhiasan 

emas dan lantakan, logam selain emas, batu mulia lainnya. 

Jasa taksir mempunyai keunggulan, yaitu layanan jasa taksiran 

tersedia diseluruh outlet Pegadaian di seluruh Indonesia, proses mudah, 

pelayanan professional, hasil uji terpercaya karena diuji oleh juru taksir 

oleh juru taksr berpengalaman, layanan sertifikasi atas barang berharga 

yang telah diuji, biaya terjangkau. 
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9. Jasa Titipan
14

 

Pegadaian jasa titipan adalah layanan kepada masyarakat yang 

ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat 

berharga maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan 

dikenal dengan Safe Deposit Box (SDB). Jika mendapatkan kesulitan 

dalam mengamankan barang berharga dirumah sendiri saat akaan keluar 

kota atau luar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah di luar negeri, 

dan kepentingan lainnya. Percayakan barang berharga milik anda untuk 

dititipkan di Pegadaian karena keamanan menjadi prioritas kami. Dengan 

persyaratan, nasabah datang langsunng dan membawa barang yang ingin 

dititipkan ke Pegadaian, mengisi formulir permohonan jasa titip. 

Dalam produk jasa titipan memiliki keunggulan, yaitu layanan jasa 

titipan tersedia di outlet tertentu Pegadaian di seluruh Indonesia, proses 

mudah, aman terpercaya, jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu 

tahin dan dapat diperpanjang, biaya terjangkau. 

10. Multi Pembayaran Online
15

 

Multi pembayaran online adalah produk inovasi pelayanan 

Pegadaian, yaitu melayani berbagai macam pembelian dan pembayaran, 

seperti pembayaran tagihan telepon, listrik, air, tiket, internet, TV 

berbayar, iuran BPJS dan lain-lain.
16
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Multi pembayaran online ini memiliki keunggulan seperti halnya 

produk-produk yang lainnya, yaitu layanan MPO tersedia di outlet 

Pegadaian seluruh Indonesia, pembayaran secara real time sehingga 

member kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi, biaya administras 

kompetitif, pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga 

dapat bersaing dengan gadai emas, untuk pembayaran tagihan dengan 

gadai emas maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran 

rekening seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan, setiap 

nasabah dapat melakukan pemabayaran untuk lebih dari satu tagihan, 

prosedur sangat mudah jadi nasabah tidak harus memiliki rekening di 

Bank. 

B. Praktek Ganti Rugi (Ta’widh) Di Pegadaian Syariah Kendal Permai 

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Pegadaian Syariah Kendal 

Permai dengan Bapak Nandang Hermawan, di Pegadaian Syariah Kendal 

Permai menggunakan akad Rahn. Akad Rahn sendiri adalah menjadikan suatu 

benda yang bernilai (menurut syara’) sebagai penguat hutang yang dapat 

dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau 

memiliki benda tersebut. Pada produk Amanah di Pegadaian Kendal Permai 

menggunakan akad Rahn Tasjily. Nasabah yang ingin membeli sepeda motor 

atau mobil yang dibiayai oleh Pegadaian Syariah Kendal Permai, nantinya 

menyerahkan surat bukti kepemilikian sebagai jaminan seperti yang telah 

dituliskan dalam surat perjanjian dan membayar uang muka yang telah 

disepakati (minimal 20%), dimana dengan ketentuan sebagai berikut: 
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1. Jika nasabah membeli sepeda motor/mobil baru sehubungan STNK, 

Nomor polisi dan BPKB masih dalam proses Polres/Samsat maka nasabah 

membuat surat pernyataan diatas materai jika surat bukti 

kepemilikan/BPKB sudah jadi maka wajib menyerahkan surat bukti 

kepemilikan/BPKB kepada pihak Pegadaian Syariah Kendal Permai. 

2. Tetapi jika nasabah membeli sepeda motor/mobil setengah pakai (second), 

pihak nasabah diwajibkan langsung menyerahkan surat bukti 

kepemilikan/BPKB kepada pihak Pegadaian Syariah Kendal Permai.
17

 

Pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Kendal Permai, jika ada 

nasabah yang melakukan keterlambatan (wanprestasi) maka Pegadaian 

Syariah Kendal Permai memberikan peringatan dengan surat teguran kepada 

nasabah. Pegadaian Syariah Kendal Permai juga menetapkan ganti rugi 

(Ta’widh).
18

 Ganti rugi (Ta’widh) sendiri adalah ganti rugi yang 

ditanggungkan kepada nasabah yang dengan sengaja atau lalai dalam 

melalukan pembayaran angsuran dang anti rugi tersebut sudah ditentukan 

dalam surat perjanjian.
19

 Ganti rugi tersebut digunakan untuk mengganti biaya 

yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Kendal ketika memberitahukan 

kepada nasabah yang melakukan keterlambatan angsuran.
20
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Pelaksanaan penetapan ganti rugi (Ta’widh) terhadap nasabah yang 

mengalami keterlambatan membayar angsuran pada pembiayaan produk 

Amanah di Pegadaian Syariah Kendal Permai yang dituangkan dalam bentuk 

tertulis, yakni dalam bentuk perjanjian baku (standard contract). Dalam hal 

ini Pegadaian Syariah Kendal Permai selaku kreditur menyediakan fasilitas 

pembiayaan sebagaimana nasabah selaku debitur akan menerima fasilitas 

pembiayaan dari Pegadaian Syariah Kendal Permai dalam bentuk penyediaan 

dana guna pembelian sepeda motor atau mobil. Jika konsumen sepakat dan 

menyetujui perjanjian pembiayaan tersebut dengan ketentuan yang telah ada 

dalam surat perjanjian Pegadaian Syariah Kendal.
21

 

Pelaksanaan ganti rugi (Ta’widh) pada proses restrukurisasi 

(perpanjangan jangka waktu tagihan) ialah jika nasabah benar-benar dalam 

keadaan tidak bisa melunasi tapi masih mempunyai itiqad baik untuk 

membayar kewajibannya, maka pihak Pegadaian Syariah Kendal Permai 

berhak untuk melakukan restrukturisasi terhadap angsuran nasabah yang 

menunggak yang telah menjadi kewajibannya. Proses restrukturusasi itu 

tentunya ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah 

Kendal Permai atas proses penagihan kepada pihak nasabah, dan itu harus 

benar-benar riil perhitungannya. Misalnya pihak Pegadaian Syariah Kendal 

Permai Butuh mengeluarkan biaya telpon untuk menghubungi nasabah, biaya 
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transportasi untuk survey ke rumah nasabah atau yang lainnya dan itu harus 

jelas pembuktiannya.
22

 

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh 

nasabah sampai seluruh pinjaman dan kewajiban lainnya telah dibayar lunas 

atau telah selesai (jangka waktu). Namun menurut Bapak Nandang Hermawan 

meskipun perjanjian pembiayaan telah ditandatangani, tetapi masih ada 

nasabah yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam bentuk menunda-

nunda angsuran.
23

 

Pegadaian Syariah Kendal Permai menentukan ganti rugi (Ta’widh) 

yang besar presentasenya ditentukan oleh Pegadaian Pusat yang ganti rugi 

(Ta’widh) tidak dibayarkan diawal pembiayaan namun dibayarkan ketika saat 

mengangsur. Dimana ketentuan ganti rugi (Ta’widh) yang ada dalam 

Pegadaian Syariah Kendal Permai sebagai berikut: 

1. Apabila Rahin tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada 

tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan ganti rugi yang 

besarnya seperti pada ayat (2). 

2. Setiap satu hari keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan ganti 

rugi (Ta’widh) sebesar 4% (emapat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga 

puluh) dari besarnya angsuran.
24

 

 

Bapak Nandang Hermawan menjelaskan bahwa ada beberapa 

konsumen yang mengalami keterlambatan angsuran seperti DAS, MN, MY. 

Penyebab dari tertundanya pembayaran tersebut ada berbagai alasan 
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 Wawancara dengan Bapak Nandang Hermawan (Di Pegadaian Syariah Kendal Permai, 
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 Surat Perjanjian Pegadaian Syariah Kendal Permai Pada Produk Amanah. 
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diantaranya untuk memenuhi kebutuhan lainnya, uang yang digunakan 

mengangsur dipinjam kerabat dan masih banyak alasan lainnya.
25

 

Hasil wawancara peneliti dengan nasabah bernama DAS, MN, MY 

benar bahwa mereka membeli sepeda motor/mobil melalui pembiayaan 

produk Amanah di Pegadaian Syariah Kendal Permai dengan cara kredit. 

Nasabah DAS, MN, MY mengatakan bahwa mereka memiliki kendala 

dalam hal angsuran karena beberapa hal. Pada waktu mereka tidak membayar 

angsuran di Pegadaian Syariah Kendal Permai mereka diberi teguran beberapa 

kali, karena mereka terlambat membayar angsuran.
26

 

Menurut penuturan nasabah DAS, beliau terlambat membayar 

angsuran dikarenakan uang yang akan untuk membayar angsuran dipinjamkan 

kepada kerabat dengan perjanjian bahwa angsuran akan dibantu setiap bulan, 

tetapi kerabatnya tersebut mengalami kesulitan keuangan yang membuat 

pembayaran angsuran tersendat-sendat sehingga terjadilah penundaan 

pembayaran. Selain itu uang lainnya diputarkan untuk usaha yang lain dengan 

harapan mendapat uang tambahan tetapi justru berkurang karena pendapatan 

usaha menurun karena persaingan usaha yang semakin ketat. Sehingga DAS 

dari pertama kali pada tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan 30 Juli 2018 

pernah melakukan keterlambatan 4 kali angsuran.
27
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Dimana rincian dikenakannya gantir rugi (Ta’widh) atas keterlambatan 

yang dilakukan oleh DAS sebagai berikut: 

Atas nama DAS : 

Hutang atas pinjaman  : Rp. 10.500.000 

Angsuran perbulan  : Rp.      544.000 

Jangka waktu angsuran  : 24 bulan / 2 tahun 

Pada saat melaksanakan angsuran DAS melakukan keterlambatan angsuran 

diantaranya pada angsuran pertama melakukan keterlambatan angsuran selama 

10 hari dimana perharinya dikenakan ganti rugi (Ta’widh) sebesar Rp. 725.4 

perhari, sehingga selama 10 hari DAS dikenakan biaya Rp. 7.254.
28

 

Menurut penuturan nasabah MN, beliau terlambat membayar angsuran 

dikarenakan uang yang untuk membayar angsuran beliau gunakan untuk 

kebutuhan yang lainnya seperti halnya membayar sekolah anaknya dan untuk 

kebutuhan sehari-hari. Sehingga terjadilah penundaan pembayaran angsuran. 

Dalam hal ini MN pernah mengalami keterlambatan angsuran mulai dari 

tanggal 2 April 2018 sampai tanggal 6 September 2018 pernah erlambat 

sebanyak 4 kali angsuran
29

 

Dimana rincian dikenakannya gantir rugi (Ta’widh) atas keterlambatan 

yang dilakukan oleh DAS sebagai berikut: 

Atas nama MN : 

Hutang atas pinjaman  : Rp. 50.000.000 

Angsuran perbulan  : Rp.   1.891.000 
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 Arsip Pegadaian Syariah Kendal Permai. 
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 Hasil Wawancara Dengan Nasabah MN Selaku Nasabah Pegadaian Syariah Kendal, 

Pada  Hari Sabtu, Tanggal 19 Januari 2019, Pukul 19.00). 
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Jangka waktu angsuran  : 36 bulan / 2 tahun 

Pada saat melaksanakan angsuran MN melakukan keterlambatan angsuran 

diantaranya pada angsuran kedua melakukan keterlambatan angsuran selama 5 

hari dimana perharinya dikenakan ganti rugi (Ta’widh) sebesar Rp. 

2.521perhari, sehingga selama 5 hari MN dikenakan biaya Rp. 12.607.
30

 

Sedangkan menurut nasabah MY, beliau terlambat membayar 

angsuran karena uang yang untuk mengangsur, digunakan untuk mengangsur 

pinjaman yang lainnya terlebih dahulu. Sehingga beliau mengalami 

keterlambatan angsuran di Pegadaian Syariah Kendal Permai. Sedangkan MY 

dari awal angsuran tanggal 18 Januari 2018 sampai pada tanggal 30 Juni 2018 

pernah melakukan keterlambatan sebanyak 5 kali angsuran.
31

 

Atas nama MY : 

Hutang atas pinjaman  : Rp. 13.000.000 

Angsuran perbulan  : Rp.      683.000 

Jangka waktu angsuran  : 24 bulan / 2 tahun 

Pada saat melaksanakan angsuran MY melakukan keterlambatan angsuran 

diantaranya pada angsuran kedua melakukan keterlambatan angsuran selama 

14 hari dimana perharinya dikenakan ganti rugi (Ta’widh) sebesar Rp. 911 

perhari, sehingga selama 14 hari MY dikenakan biaya Rp. 12.750.
32

 

Penyelesaian perkara keterlambatan angsuran (wanprestasi) dengan 

berbagai cara oleh pihak Pegadaian Syariah Kendal yaitu yang pertama 
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 Arisp Pegadaian Syariah Kendal Permai. 
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dengan memberikan surat peringatan. Secara yuridis surat peringatan tidak 

mempunyai akibat hukum memaksa kepada nasabah untuk membayar artinya 

jika nasabah yang mendapatkan surat peringatan tetapi tidak menghiraukan 

surat peringatan tersebut maka Pegadaian Syariah Kendal Permai dapat 

memaksa sehingga nasabah diharapkan menyelesaikan pinjamannya atau 

paling tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan pinjamannya. 

Dengan begitu maka membebankannya ganti rugi (Ta’widh) kepada nasabah 

yang melakukan perkreditan yang mengalami keterlambatan karena untuk 

mengganti biaya yang dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah Kendal 

Permai biaya tersebut meliputi biaya mengirim surat teguran terhadap 

nasabah, biaya transportasi untuk survey kerumah nasabah atau yang lainnya 

dan itu harus jelas buktinya. Besarnya ganti rugi (Ta’widh)  untuk setiap 

keterlambatan 1 (satu) hari maka dikenakan denda sebesar “4% x biaya 

angsuran : 30”, ketentuan ini sudah dijelaskan dalam surat perjanjian. Ganti 

rugi (Ta’widh)  ini pun langsung dibayar pada saat membayar angsuran. 

Menurut Bapak Muhyiddin ganti rugi boleh dikenakan kepada nasabah 

yang telah terlambat membayar angsuran. Tetapi ganti rugi tersebut harus dari 

kerugian riil. Bahkan dalam bentuk persenan diperbolehkan asalkan dari 

kerugian yang dikeluarkan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah, tidak 

boleh dari jumlah pinjaman nasabah. 
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BAB IV 

ANALISIS GANTI RUGI (TA’WIDH) DI PEGADAIAN SYARIAH 

KENDAL PERMAI 

A. Analisis Praktek Ganti Rugi  (Ta’widh) Pada Produk Amanah Di 

Pegadaian Syariah Kendal Permai 

Pembiayaan produk Amanah menggunakan akad Rahn Tasjily yang 

merupakan perjanjian menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si 

peminjam (Rahin) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Akad 

tersebut digunakan sebagai salah satu dalam kegiatan penyaluran dana. 

Dimana Pegadaian Syariah Kendal Permai yang menerapkan akad Rahn ke 

dalam salah satu produk pembiayaannya, yaitu untuk pembiayaan kepemilikan 

sepeda motor atau mobil dalam kondisi baru ataupun setengan pakai (second). 

Rahn merupakan salah satu akad dimana harta yang mempunyai nilai 

yang dapat dijadikan jaminan dalam pembayaran keseluruhan atau sebagian 

dengan cara menjual atau memiliki harta tersebut.mekanisme pembayaran 

yang biasa digunakan dalam akad Rahn yaitu menggunakan pembayaran 

dengan istilah pembayaran cicil atau angsuran. 

pada dasarnya siapapun yang memiliki harta benda dalam bentuk 

apapun tidak terlindungi dari berbagai kerugian yang mungkin terjadi 

disebabkan oleh resiko yang tidak pasti. Bermacam-macam usaha dilakukan 

demi mengatasi berbagai risiko yang tidak dihaparkan mungkin terjadi, baik 

dalam lingkungan bisnis, pekerjaan maupun terhadap kekayaan, salah satu 
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upaya tersebut adalah melalui pembebanan biaya ganti rugi (Ta’widh) kepada 

nasabah yang melakukan keterlambatan pembayran. 

Pergadaian Syariah Kendal Permai merupakan salah satu lembaga 

yang kegiatan operasionalnya menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan 

khususnya pada produk Amanah. Di dalam produk Amanah ini adanya 

pembebanan biaya ganti rugi (Ta’widh) sebagai bentuk memberikan efek jera 

kepada nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran.
1
 Dalam 

rangka mendisiplin dan memberi efek jera kepada nasabah dengan tujuan 

nasabah tersebut dapat memenuhi kewajibannya membayar angsuran pada 

tepat waktunya. Secara prinsip apabila terjadi kelalaian dalam pembayaran 

angsuran dapat dikenakan sanksi sebagai wujud pendisiplinan terhadap 

nasabah. Namun dengan menerapkan ganti rugi (Ta’widh) yang tidak lain 

sebagai upaya Pegadaian Syariah untuk memberikan efek jera kepada nasabah 

yang telah melakukan keterlambatan angsuran setiap bulannya. Mengingat 

ganti rugi (Ta’widh) sendiri hakikatnya merupakan suatu bentuk ganti rugi 

atas kerugian riil yang benar-benar dialami oleh Pegadaian. 

Dalam prakteknya, dana ganti rugi (Ta’widh) yang diperoleh 

Pegadaian Syariah Kendal Permai dialokasikan kedalam dana kebajikan umat, 

dimana Pegadaian Syariah akan menyalurkan dana tersebut kepada yang 

membutuhkan. dengan kata lain pihak Pegadaian Syariah tidak memasukkan 

dana tersebut sebagai pendapatan pribadi Pegadaian Syariah. Pada hakikatnya 

ganti rugi (Ta’widh) merupakan biaya yang harus ditanggung oleh nasabah 
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 Wawancara Dengan Bapak Nandang Hermawan (Di Pegadaian Syariah Kendal Permai, 

Pada Tanggal 4 Januari 2019, Jam 13.30). 



65 
 

 

dalam rangka penggantian kerugian akibat biaya-biaya riil yang dikeluarkan 

oleh pihak Pegadaian Syariah dalam rangka penagihan hak yang seharusnya 

dibayarkan. Sehingga dana yang diperoleh dari pemberlakuan ganti rugi 

(Ta’widh) ini seharusnya masuk ke dalam pendapatan pribadi Pegadaian 

Syariah karena ia merupakan hak sepenuhnya yang timbul dari kerugian 

biaya-biaya yang telah Pegadaian Syariah keluarkan. Menanggapi hal ini, 

ganti rugi (Ta’widh) yang sejatinya merupakan biaya ganti rugi yang timbul 

akibat keterlambatan membayar angsuran dialih fungsikan oleh pihak 

Pegadaian Syariah sebagai denda atas keterlambatan pembayaran. 

Pegadaian Syariah memberlakukan ganti rugi (Ta’widh) ini dalam 

kontrak perjanjian antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah atau 

disebut dengan istilah akad Rahn pada produk Amanah. Adapun ketentuan 

pada Pasal 3
2
 antara lain berisi poin-poin sebagai berikut: 

Atas timbulnya Pinjaman Amanah ini Rahin diwajibkan membayar biaya-

biaya setelah akad ini ditanda tangani dengan rincian sebagai berikut: 

1. Biaya proses sebesar 239.050,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima 

puluh rupiah), 

2. Biaya yang timbul sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi 

Marhun (barang jaminan), biaya pemblokiran BPKB maupun membuka 

blokir BPKB dan biaya lain yang timbul berkaitan dengan kuasa  

membebankan jaminan fidusia dan pelaksanaan penjualan/eksekusi barang 

jaminan dalam rangka pelunasan pinjaman. 

3. Ganti rugi bila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran. 

Mekanisme pengenaan dan besarnya tarif ganti rugi diatur dalam Pasal 5 

akad ini. 

 

Dalam Pasal 5 sendiri point-pointnya sebagai berikut: 

                                                           
2
 Arsip Pegadaian Syariah Kendal Permai. 
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1. Apabila Rahin tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada 

tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan ganti rugi (Ta’widh) 

yang besarnya seperti pada ayat (2) pasal ini. 

2. Setiap satu keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan ganti rugi 

(Ta’widh) sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) 

dari besarnya angsuran. 

 

Dari beberapa point di atas, khususnya pada point (3) pada Pasal 3 

yang telah dijelaskan pada point (2) pada Pasal 5 terlihat bahwa Pegadaian 

Syariah Kendal Permai menerapkan ketentuan ganti rugi (Ta’widh) bagi 

nasabahnya yang melakukan keterlambatan angsuran. Adapun ganti rugi 

(Ta’widh) dalam penggunaannya di Pegadaian Syariah Kendal Permai di 

definisikan sebagai ganti rugi (Ta’widh) berupa pembayaran sejumlah uang 

dari nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah yang dikenakan atas 

kesengajaan atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari 

ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian Pegadaian Syariah. 

 

B. Analisis Praktek Ganti Rugi (Ta’widh) Di Pegadaian Syariah Kendal 

Permai terhadap Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang 

Ganti Rugi (Ta’widh) 

Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu lembaga yang 

aktifitasnya meninggalkan masalah riba, dengan demikian menghindari riba 

merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Untuk 

menghindari pengoperasian dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan 

prinsip-prinsip muamalah sebagai solusi alternatif terhadap persoalan yang 

akan merugikan salah satu pihak dengan menetapkan ganti rugi (Ta’widh). 
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Menurut pendapat Bagya Agung Prabowo bahwa Ta’widh adalah 

kerugian yang ditanggungkan kepada orang yang telah melanggar janji. 

Melanggar janji yang dimaksud adalah bahwa salah satu pihak dengan sengaja 

tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan pihak lawan disebabkan 

karena nasabah wanprestasi. 

Dalam proses ganti rugi (Ta’widh) ini dalam Fatwa sudah dijelaskan 

pada Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta’widh dimana 

terdapat ketentuan-ketentuannya sebagai berikut: 

Ketentuan khusus: 

1. Ta’widh hanya boleh dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja atau 

karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan 

akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.  

Pegadaian Syariah sudah sesuai dalam menerapkan ganti rugi 

(Ta’widh) untuk nasabah yang  sengaja atau lalai dalam pembayaran 

angsuran, karena nasabah pada produk Amanah yang melakukan 

penyimpangan dari ketentuan akad sebenarnya mereka mampu untuk 

membayar angsuran tetapi uang yang digunakan untuk membayar 

angsuran digunakan untuk kebutuhan yang lain terlebih dahulu. Bahwa 

penentuan ganti rugi (Ta’widh) di Pegadaian Syariah sebenarnya untuk 

memberikan sanksi terhadap nasabah dan untuk mendisiplinkan nasabah 

agar tidak terjadi keterlambatan lagi. 

Seperti misalnya nasabah DAS, beliau terlambat membayar 

angsuran karena uang yang akan digunakan membayar angsuran 
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dipinjamkan kepada kerabatnya dengan perjanjian bahwa angsuran akan 

dibantu setiap bulan, tetapi kerabatnya tersebut mengalami kesulitan 

keuangan yang membuat pembayaran angsuran tersendat-sendat sehingga 

terjadilah penundaan pembayaran. 

Atas nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran sedangkan 

nasabah tersebut mampu untuk membayar, Pegadaian Syariah berhak 

untuk membebankan ganti rugi (Ta’widh) untuk mengganti biaya yang 

dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah dalam penagihan hak yang 

dibayarkan oleh nasabah. Penetapan ganti rugi (Ta’widh) untuk nasabah 

yang sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran sudah sesuai seperti 

dijelaskan dalam Hadits Nabi riwayat jama‟ah (Bukhari dari Abu 

Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Daud dari Abu 

Hurairah, Ibn Majah dari Abu Haurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu 

Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu 

Hurairah) : 

لُ الْغَنِِِّ مَطْ  ׃قاَلَ رَسُوْلُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ׃عَنْ أَبِِ هُرَيْ رةََ رَضِىَ اللهُ تَ عَالََ عَنْهُ قاَلَ 
 .ظلُْمٌ وَإِذَا أتُْبِعَ أَحَدُ كُمْ عَلَى مَلِيْءٍ فَ لْيُتْبَعْ 

Artinya : 

Abu Hurairah r.a. mengatakan, Rasulullah saw, bersabda:“Menunda-

nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu 

kezaliman. Dan barang siapa diantara kalian yang utangnya diserahkan 

kepada orang yang sudah mampu, maka terimalah itu”.  

Bahkan ulama juga berpendapat tentang nasabah yang melakukan 

kelalaian dalam pembayaran angsuran padahal nasabah tersebut mampu 
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untuk membayarnya seperti menurut pendapat „Abd al-Hamid Mahmud al-

Ba‟liy dalam Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-islamiyyah, yang dikutip 

dalam Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi 

(Ta’widh), ia menyatakan bahwa: 

“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu 

didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan 

pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis keterlambatan 

pembayaran terrsebut.”  

2. Kerugian yang dapat dikenakan Ta‟widh adalah kerugian riil yang dapat 

diperhitungkan dengan jelas. Kerugian riil yang dimaksud adalah biaya-

biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya 

dibayarkan. Dan Besar ganti rugi (Ta‟widh) adalah sesuai dengan nilai 

kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi 

tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) 

karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-

dha-I‟ah).  

Pegadaian Syariah Kendal Permai dalam menetapkan ganti rugi 

(Ta’widh) belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-

MUI. Karena di Pegadaian Syariah dalam menetapkan ganti rugi 

(Ta’widh) berdasarkan angsuran setiap bulan, angsuran tersebut terdiri dari 

jumlah pinjaman nasabah dan biaya pemeliharaan. Sedangkan ketentuan 

yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI ganti rugi (Ta’widh) tersebut harus 

dari kerugian riil yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Dan 

pihak Pegadaian Syariah menetapkan ganti rugi (Ta’widh) tersebut bukan 

dari kerugian riil apa yang telah dikeluarkan oleh pihak Pegadaian 

Syariah. Melainkan pihak Pegadaian Syariah menetapkan ganti rugi 

(Ta’widh) setiap hari padahal pihak Pegadaian Syariah dalam 

menginformasikan kepada nasabah yang telah telambat membayar 
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angsuran cuman beberapa kali saja tidak setiap hari nasabah diberi 

informasi oleh pihak Pegadaian Syariah. 

Seperti contoh menurut nasabah MY, beliau terlambat membayar 

angsuran karena uang yang untuk mengangsur, digunakan untuk 

mengangsur pinjaman yang lainnya terlebih dahulu. Sehingga beliau 

mengalami keterlambatan angsuran di Pegadaian Syariah Kendal Permai. 

Sedangkan MY dari awal angsuran tanggal 18 Januari 2018 sampai pada 

tanggal 30 Juni 2018 pernah melakukan keterlambatan sebanyak 5 kali 

angsuran.
3
 

Atas nama MY : 

Hutang atas pinjaman  : Rp. 13.000.000 

Angsuran perbulan  : Rp.      683.000 

Jangka waktu angsuran : 24 bulan / 2 tahun 

Pada saat melaksanakan angsuran MY melakukan keterlambatan angsuran 

diantaranya pada angsuran kedua melakukan keterlambatan angsuran 

selama 14 hari dimana perharinya dikenakan ganti rugi (Ta’widh) sebesar 

Rp. 911 perhari, sehingga selama 14 hari MY dikenakan biaya Rp. 

12.750.
4
 

Berikut merupakan penjelasan diatas jika penetapan ganti rugi 

(Ta’widh) di Pegadaian Syariah belum sesuai dengan pendapat ulama 

menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Nazariyah Al-Dhaman, yang dikutip 

                                                           
3
 Hasil Wawancara Dengan Nasabah MY Selaku Nasabah Pegadaian Syariah Kendal, 

Pada  Hari Sabtu, Tanggal 27 Januari 2019, Pukul 19.00). 
4
 Arsip Pegadaian Syariah Kendal Permai. 
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dalam Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi 

(Ta’widh), ia menyatakan: 

“Ta’widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat 

pelanggaran atau kekeliruan” (h.87). 

“Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa: 

1) Menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya) seperti 

memperbaiki dinding… 

2) Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula 

selama dimungkinkan, sepeti mengembalikan benda yang dipecahkan 

menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka 

wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan 

uang” (h.93). 

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang 

belum pasti dimasa akan datang atau kerugian immaterial. Maka 

menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti 

(diminta ganti rugi). Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang 

ada dan konkret serta berharga (diijinkan syariat untk 

memanfaatkannya” (h.96). 

Dimana di dalam Fatwa dijelaskan kerugian yang yang harus 

dikeluarkan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah seharusnya kerugian 

riil, semisal: 

Pihak MY pada bulan ke 2 (dua) angsuran telah melakukan 

keterlambatan selama 14 ( empat belas hari) dan pihak Pegadaian Syariah 

telah memberikan informasi atas keterlambatan tersebut melalui telfon 

sebanyak 3 (tiga) kali dan biaya yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah 

untuk menghubungi sebesar Rp. 500,- pada hari pertama, hari kedua pihak 

Pegadaian Syariah biaya untuk menghubingi sebesar Rp. 1.000,- dan pada 

hari ketiga menghubungi nasabah sebesar Rp. 2.000,-. Jadi ganti rugi 

(Ta’widh) yang harus dikeluarkan oleh MY secara rill sebagai berikut: 
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Hari pertama : Rp.    500,- 

Hari kedua  : Rp. 1.000,- 

Hari ketiga  : Rp. 2.000,-    + 

       Rp. 3.500,- 

Jadi pihak Pegadaian Syariah Kendal Permai seharusnya 

membebankan ganti rugi (Ta’widh) kepada MY sebesar Rp. 3.500,-. 

Jika pada bulan selanjutnya MY masih belum membayar angsuran 

secara berturut-turut dan Pegadaian Syariah telah mendatangi kerumah 

MY sebanyak 2 (dua) kali. Dan pihak Pegadaian Syariah pada hari 

pertama dan hari kedua telah mengeluarkan biaya perharinya sebesar Rp. 

20.000,-. Jadi pihak MY dibebankan ganti rugi (Ta’widh) sebagai berikut: 

Hari pertama :Rp. 20.000,- 

Hari kedua : Rp. 20.000,-  + 

    Rp. 40.000 

Jadi pada bulan kedua keterlambatan berturut-turut MY dikenakan 

ganti rugi (Ta’widh) sebesar biaya menelfon dan biaya mendatangi 

kerumah MY yaitu sebesar Rp. 3.500,- + Rp. 40.000,- = Rp. 43.500,-. 

3. Ta‟widh hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan 

utang piutang (dain), seperti salam, istishna‟, serta murabahah dan ijarah.  

Pegadaian Syariah menggunakan akad Rahn Tasjily sudah sesuai 

karena akad Rahn Tasjily termasuk dalam golongan utang piutang. Dengan 

menggunakan akad Rahn Tasjily pihak Pegadaian Syariah dapat menahan 

benda atau surat bukti kepemilikan yang mempunyai nilai guna dijadikan 

jaminan. Jaminan tersebut bertujuan agar nasabah serius dengan 
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keinginannya. Jaminan tersebut berfungsi untuk penyelesaian utang. 

Ketika dalam transaksi nasabah tidak melaksanakan kewajibannya dan 

dinyatakan wanprestasi, maka barang jaminan tersebut akan dieksekusi 

dengan cara di lelang. Dari hasil lelang tersebut digunakan untuk menutupi 

sisa hutang nasabah.  

Seperti contohnya DAS telah melaksanakan pembiayaan produk 

Amanah dengan mengajukan permohonan untuk membeli kendaraan 

bermotor. Dimana DAS telah mengajukan permohonan membeli 

kendaraan bermotor yang baru, sehingga jaminan yang berupa BPKB 

masih dalam proses di Polres/Samsat maka DAS harus membuat surat 

pernyataan jika BPKB sudah jadi akan menyerahkannya kepada Pegadaian 

Syariah untuk dijadikan jaminan atas hutang yang beliau ajukan untuk 

membeli kendaraan bermotor. 

Menurut pendapat ulama diperbolehkan utang piutang dengan 

menggunakan akad Rahn, seperti Menurut pendapat Ibnu Qudhamah 

dalam Al-Mughni yang dikutip dalam Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-

MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh) bahwa penundaan 

pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian dan karena harus 

dihindakan, ia menyatakan: 

“Jika orang berhutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau 

jika perpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan 

perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut: 

Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari 

perjalanan, misalnya, perjalanan untuk berhaji dimana debitur masih 
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dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram 

atau Dzulhijah, maka debitur boleh melarangnya melakukan perjalanan. 

Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (dharar) akibat 

keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, 

apabila debitur menunjukkan penjamin atau menyerahkan jaminan (gadai) 

yang cuku untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh 

melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur 

dapat dihindarkan.”  

Di dalam Al-Qur‟an juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 283: 

                       

                       

                     

       

Artinya: 

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.  

Ketentuan Khusus 

1. Ta’widh yang diterima dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah 

dapat diakui sebagai pendapatan bagi pihak yang menerimanya.  

Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 

43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh) pada ketentuan 

khusus point 1 (satu). Dalam penerapannya Pegadaian Syariah 
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menggunakan dana ganti rugi (Ta’widh) yang sudah dibayarkan oleh 

nasabah untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan 

(kebajikan umat muslim) seperti untuk membangun masjid, membantu 

sekolah-sekolah bukan sebagai pendapatan perusahaan. Pegadaian syariah 

menetapkan ganti rugi (Ta’widh) tersebut sebenarnya untuk membuat jera 

kepada nasabah yang melakukan wanprestasi.  

2. Jumlah Ta’widh besarannya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dengan 

tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.  

Pegadaian Syariah dalam jumlah ganti rugi (Ta’widh) setiap 

harinya besarnya sama ketika terjadi penundaan angsuran tetapi penentuan 

kerugiannya tidak rill yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah. Karena 

besarnya ganti rugi sudah ditentukan nominal persentasenya yang sudah 

dibuat sesuai dengan kebijakan peraturan lembaga dan disepakati oleh 

pihak nasabah. Untuk tata cara pembayarannya sudah sesuai, karena telah 

disepakati diawal ketika melaksanakan akad mengenai adanya ganti rugi 

(Ta’widh) kepada pihak nasabah.  

3. Basarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.  

Bahwa Pegadaian Syariah melaksanakan ketentuan ganti rugi 

(Ta’widh) sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Karena di  Pegadaian 

Syariah hanya memberikan perhitungannya ganti rugi (Ta’widh) tidak 

memberikan besarannya nominal ganti rugi (Ta’widh) yang akan 

dibayarkan oleh nasabah. Perhitungan tersebut hanya untuk memberikan 
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kepastian kepada nasabah agar nasabah mengetahui ganti rugi (Ta’widh) 

yang akan dibayarkan. Meskipun di Pegadaian Syariah dalam 

perhitungannya menggunakan persenan dan perhitungan tersebut sudah 

tercantum di dalam surat perjanjian. Dimana perhitungan di Pegadaian 

Syariah yang terdapat di Pasal 5 pada surat perjanjian yaitu: 

a. Apabila Rahin tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran 

pada tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan ganti rugi 

(Ta’widh) yang besarnya seperti pada ayat (2)pasal ini. 

b. Setiap satu hari keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan 

ganti rugi (Ta’widh) sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 

(tiga puluh) dari besarnya angsuran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada permasalahan serta mendiskripsikan masalah 

keseluruhan dan analisis pada bab-bab sebelumnya sebagai upaya untuk 

menjawab pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, maka dalam 

pembahasan akhir dari kajian ini penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Ganti rugi (Ta’widh) pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Kendal 

Permai diberlakukan terhadap nasabah yang melakukan keterlambatan 

pembayaran angsuran tidak serta merta langsung diadakannya penyitaan 

barang atau pelelangan barang. Tetapi nasabah akan diinformasikan 

terlebih dahulu mengenai pinjaman yang jatuh tempo. Jika nasabah masih 

tidak membayarkan angsurannya akan mendatangi ke rumah nasabah. Jika 

masih tidak menghiraukan maka pihak Pegadaian Syariah Kendal Permai 

akan memberikan somasi sebelum jaminan dieksekusi. Selama 

penunggakan tesebut nasabah akan terus dikenakan ganti rugi (Ta’widh) 

sampai nasabah membayar angsurannya atau sampai terjadinya 

pelelangan. 

2. Praktik ganti rugi (Ta’widh) di Pegadaian Syariah Kendal Permai belum 

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang 

Ganti Rugi (Ta’widh). Dimana ketentuan-ketentuan dalam fatwa DSN-

MUI yang belum sesuai di Pegadaian Syariah Kendal Permai yaitu 

“Kerugian yang dapat dikenakan Ta’widh adalah kerugian riil yang dapat 
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diperhitungkan dengan jelas. Kerugian riil yang dimaksud adalah biaya-

biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya 

dibayarkan. Besar ganti rugi (Ta’widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian 

riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan 

bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena 

adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-I’ah). 

Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Kendal Permai kerugian yang 

dialami oleh nasabah ketika terlambat membayar angsuran di dasarkan 

dari angsuran setiap bulannya bukan dari kerugian yang dialami pihak 

Pegadaian Syariah Kendal Permai. Sehingga kerugian tersebut bukan 

kerugian riil tetapi kerugian yang diperkirakan. Seharusnya yang 

dijelaskan di dalam Fatwa kerugian yang harus dikeluarkan oleh pihak 

Lembaga Keuangan Syariah seharusnya kerugian riil, semisal: Dimana di 

dalam Fatwa dijelaskan kerugian yang yang harus dikeluarkan oleh pihak 

Lembaga Keuangan Syariah seharusnya kerugian riil, semisal: 

Pihak MY pada bulan ke 2 (dua) angsuran telah melakukan 

keterlambatan selama 14 ( empat belas hari) dan pihak Pegadaian Syariah 

telah memberikan informasi atas keterlambatan tersebut melalui telfon 

sebanyak 3 (tiga) kali dan biaya yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah 

untuk menghubungi sebesar Rp. 500,- pada hari pertama, hari kedua pihak 

Pegadaian Syariah biaya untuk menghubingi sebesar Rp. 1.000,- dan pada 

hari ketiga menghubungi nasabah sebesar Rp. 2.000,-. Jadi ganti rugi 
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(Ta’widh) yang harus dikeluarkan oleh MY secara rill adalah sebesar Rp. 

3.500,-. 

Jika pada bulan selanjutnya MY masih belum membayar angsuran 

secara berturut-turut dan Pegadaian Syariah telah mendatangi kerumah 

MY sebanyak 2 (dua) kali. Dan pihak Pegadaian Syariah pada hari 

pertama dan hari kedua telah mengeluarkan biaya perharinya sebesar Rp. 

20.000,-. Jadi pihak MY dibebankan ganti rugi (Ta’widh) adalah pada 

bulan kedua keterlambatan berturut-turut MY dikenakan ganti rugi 

(Ta’widh) sebesar biaya menelfon dan biaya mendatangi kerumah MY 

yaitu sebesar Rp. 3.500,- + Rp. 40.000,- = Rp. 43.500,-. 

B. Saran 

1. Kepada pihak Pegadaian Syariah Kendal Permai agar berhati-hati dalam 

memberikan pinjaman yaitu dengan memberikan persyaratan yang lebih 

ketat lagi pada pembiayaan produk Amanah. Dan kepada pihak nasabah 

agar tidak sering terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran 

disarankan untuk memahami arti pentingnya kedisiplinan dan tidak hanya 

memenuhi hak pribadi namun perlu diingat bahwa tunntutan hak ada 

kewajban yang perlu dijalankan. 

2. Kepada pihak Pegadaian Syariah agar selalu berpedoman kepada hukum 

Islam dalam menyelesaikan masalah yang ada dan jangan sampai keluar 

dari ketentuan hukum Islam. 
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C. Penutup 

Dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai bentuk ungkapan rasa 

syukur kepada Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan 

keyakinan meskipun merupakan upaya yang optimal, tetapi masih terdapat 

kekurangan serta kelemahan dalam penulisan dari berbagai segi. Namun 

demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi 

penulis serta para pembaca pada umumnya. 

Atas saran, masukan serta kritik yang konstruktif demi kebaikan dan 

kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih. 
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Pedoman Wawancara Pengelola Pegadaian Syariah Kendal Permai 

1. Kapan Pegadaian Syariah Kendal Permai mulai beroperasi? 

2. Apa saja visi misi nya Pegadaian Syariah Kendal Permai? 

3. Bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah Kendal Permai? 

4. Berapa jumlah karyawan di Pegadaian Syariah Kendal Permai? 

5. Berapa jumlah nasabah sampai saat ini di Pegadaian Syariah Kendal Permai? 

6. Apa saja produk yang dihasilkan di Pegadaian Syariah Kendal Permai? 

7. Bagaimana proses pembiayaan produk Amanah di Pegadaian Syariah Kendal 

Permai? 

8. Apakah ada nasabah yang melakukan wanprestasi di Pegadaian Syariah 

Kendal Permai? Dan berapa orang? 

9. Apa di Pegadaian Syariah Kendal Permai ada ganti rugi (Ta’widh)? 

10. Bagaimana prosesnya dalam pembayaran ganti rugi (Ta’widh) di Pegadaian 

Syariah Kendal Permai? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Wawancara Nasabah Pegadaian Syraiah Kendal Permai 

1. Siapa nama anda? 

2. Apakah anda melakukan pembiaya produk Amanah? 

3. Bagaimana anda terlambat membayar angsuran? 

4. Sejak kapan anda melakukan pembiayaan produk Amanah? 

5. Berapa kali pernah melakukan keterlambatan? 

 

 

 

 

 

 



Wawancara dengan Bapak Nandang Hermawan sebagai pengelola Pegadaian 

Syariah Kendal Permai 

 

Wawancara dengan DAS sebagai nasabah Pegadaian Syariah Kendal Permai 

 

Wawancara dengan MN sebagai nasabah Pegadaian Syariah Kendal Permai 



 

Wawancara dengan MY sebagai nasabah Pegadaian Syariah Kendal Permai 
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